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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua. 

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta 

atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program 

Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV telah berhasil menyelesaikan tugas dari 

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah 

Perseorangan (Taskap) dengan judul: “Peningkatan Kualitas Sumber Daya 

Manusia Guna Membangun Desa di Wilayah IKN Dalam Mendukung IKN 

Berkelanjutan”. 

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur 

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tanggal 

23 Maret 2022 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA 

LXIV untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh 

Lemhannas RI. 

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIV di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan 

yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu 

Bapak Brigjen TNI Iwan Ma’rup Zainudin, S.E. dan Tim Penguji Taskap serta semua 

pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan 

sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI. 

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan 

akademi, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan 

guna penyempurnaan naskah ini. 

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan 

pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang 

membutuhkannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pembangunan berkelanjutan merujuk pada prinsip pencapaian 

pembangunan manusia dilakukan pada saat yang sama mempertahankan 

kemampuan alam sebagai penyedia sumber daya dan kinerja ekosistem yang 

merupakan sandaran bagi kehidupan ekonomi dan sosial.1 Agenda 

pembangunan berkelanjutan sudah diadaptasi negara-negara dalam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2015 termasuk Indonesia.2 

Di Indonesia, agenda tersebut diturunkan pada Rencana Aksi Nasional (RAN) 

dan Rencana Aksi Daerah (RAD), yaitu tentang Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)3 hingga upaya 

pelokalan SDGs sampai ke level desa oleh pemerintah.4 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik 

Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah 

menyusun empat pilar pembangunan dalam SDGs, yaitu sosial, ekonomi, 

lingkungan, dan hukum serta tata kelola3. Sebagai sebuah pendekatan, 

pembangunan berkelanjutan merujuk pada tiga aspek utama di dalam 

kehidupan manusia, yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan hidup dan aspek 

manusia.5 

Ibu Kota Nusantara (IKN) dibangun selaras dengan SDGs dan 

dikonsepkan untuk menjadi “superhub” bagi enam klaster ekonomi dan dua 

klaster pendukung. Mencakup industri teknologi, industri pertanian, farmasi, 

 
1 Mensah, Justice. “Sustainable Development: Meaning, history, Principles, Pillars, and Implications for Human 
Action: Literature Review.” Cogent Social Sciences. Vol. 5. No. 1653531. 

2 United Nations. “History of Sustainable Development Goals”. Dikutip dari https://sdgs.un.org/goals. Diakses 
pada 11 April 2022, pukul 14:43 WIB. 

3 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik 
Indonesia. “Sekilas SDGs”. https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/. Diakses pada 11 April 2022, pukul 14:48 
WIB. 

4 Iskandar, Abdul Halim. 2020. “SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional 
Berkelanjutan”. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. 

5 Duran, Dan Cristian, et al. 2015. “The Components of Sustainable Development – a Possible Approach”. 
Procedia Economics and Finance. Vol. 26. No. 15. 

https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/
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ekowisata, bahan kimia, energi rendah karbon, pendidikan, smart city, dan 

pusat industri.6 

Keterpautan wilayah desa dengan IKN tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara perihal batas wilayah 

administratif. Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan 

Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara berada disisi barat IKN. 

Pada sisi timur batas IKN adalah Selat Makassar. Di sebelah utara ada 

kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan IKN, 

yaitu Kecamatan Sanga, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Loa Kulu. 

Pada sisi selatan terdapat empat kecamatan, satu kota dan satu teluk sebagai 

batasan IKN. Empat kecamatan tersebut satu diantaranya ada di Kabupaten 

Penajam Paser Utara, yaitu Kecamatan Penajam. Tiga lainnya, yaitu 

Kecamatan Balikpapan Barat, Utara dan Timur. Sedang, kota dan teluk yang 

dimaksud adalah Teluk Balikpapan dan Kota Balikpapan. Wilayah IKN 

memiliki luas sekitar 256.142 ha dengan luas wilayah perairan laut sekitar 

68.189 ha. Sesuai dengan demarkasi wilayah tersebut, desa yang menjadi 

lokus dalam Taskap adalah desa yang saat ini sebagian atau seluruhnya 

masuk kedalam wilayah IKN. Adapun peta cakupan wilayah IKN berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara terlampir 

pada Gambar 1. 

Total desa/kelurahan yang termasuk didalamnya sejumlah 51 yang 

tersebar di Kecamatan Sepaku, Kecamatan Samboja, Kecamatan Loa Janan, 

Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Muara Jawa, dan Kecamatan Penajam. 

Dukungan terhadap IKN dalam koridor pembangunan berkelanjutan 

dibutuhkan terutama pada level desa yang berada di sekitar IKN yang 

diakomodir oleh kebijakan eksisting dan didorong oleh kewenangan dalam 

pengelolaan Dana Desa, desa berpeluang dalam mengimbangi keberadaan 

IKN untuk tumbuh dan berkembang bersama secara beriringan. 

Pertama, secara nasional, empat dari tujuh agenda dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu 

menguatkan daya tahan ekonomi agar tercipta peningkatan kualitas dan 

 
6 Ibu Kota Negara. 2022. “IKN sebagai Superhub”. Dikutip dari https://ikn.go.id/tentang-ikn/. Diakses pada 11 
April 2022, pukul 11:35 WIB. 

https://ikn.go.id/tentang-ikn/
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keadilan dalam pertumbuhan; memperbaiki daya saing dan kualitas sumber 

daya manusia; revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; dan 

membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan 

perubahan iklim.7 Kedua, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, diatur bahwa penggunaan Dana Desa 

agar digunakan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa yang salah satunya 

melalui program prioritas nasional.8 Rincian program prioritas nasional yang 

dimaksud tertuang pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rancangan RKP Tahun 2022, 

sebagian diantaranya, yang berfokus pada ekonomi, penanganan 

kesenjangan, dorongan kemandirian, dan keberdayaan masyarakat desa.9 

Meski demikian, desa memiliki tantangan tersendiri dalam 

memanfaatkan peluang tersebut. Menurut hasil artikel reviu10 tentang 

pengaruh industrialisasi di Kalimantan terhadap Suku Dayak sebagai 

penduduk asli, menunjukkan bahwa perkembangan tersebut tidak berdampak 

banyak terhadap masyarakat karena tidak adanya kesiapan atas perubahan 

tersebut. Disebutkan pula bahwa tantangan utama yang dihadapi masyarakat 

adalah tingkat pendidikan dan kemampuan literasi Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) sehingga kemampuan adaptasi pada konteks ini penting 

untuk menjadi perhatian. Taskap ini menyajikan hasil analisis terhadap 

kemampuan masyarakat desa pada lingkup keterampilan, pendidikan dan 

kemampuan kerja dalam mendukung IKN melalui pendekatan pembangunan 

partisipatif. 

 
7 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik 
Indonesia. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. 

8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 
2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. 

9 Peraturan Menteri Perencanan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. 

10 Clarry Sada, et al. 2019. “Indingenous People of Borneo (Dayak): Development, Social Cultural Perspective 
and Its Challenges”. Cogent Arts & Humanities. Vol. 6. No. 1. 
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2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan Taskap ini adalah: 

“Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna membangun 

desa di wilayah IKN agar dapat mendukung IKN berkelanjutan?” 

 

Pertanyaan Kajian 

Pertanyaan kajian dalam penulisan Taskap ini adalah: 

a. Bagaimana kondisi SDM desa di wilayah IKN saat ini? 

b. Bagaimana kriteria SDM desa di wilayah IKN agar dapat mendukung IKN 

Berkelanjutan? 

c. Bagaimana kontribusi SDM desa wilayah IKN terhadap rencana 

pembangunan IKN berkelanjutan? 

d. Bagaimana upaya meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung IKN 

berkelanjutan? 

3. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud 

Taskap dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi desa dan 

upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa wilayah IKN 

guna mendukung pembangunan IKN berkelanjutan agar tercipta 

keamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka menjaga 

keutuhan NKRI sehingga ketahanan nasional (Tannas) dapat terpenuhi. 

 

b. Tujuan 

Taskap bertujuan sebagai bentuk sumbangan pemikiran strategis 

sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait khususnya para pemangku 

kebijakan untuk memperluas wawasan dan mampu memanfaatkan 

Taskap dalam penyusunan strategi peningkatan kualitas sumber daya 

manusia di desa wilayah IKN guna mendukung pembangunan IKN 

berkelanjutan. 
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4. Ruang Lingkup dan Sistematika 

a. Ruang Lingkup 

Taskap melingkupi, pertama kondisi IKN saat ini, kedua 

permasalahan yang ada di lapangan, ketiga alat analisis berupa 

paradigma nasional dan undang-undang eksisting, keempat pendekatan 

teoritis, dan tinjauan pustaka. Input Taskap adalah perkembangan 

lingkungan strategis yang akan diolah untuk menjadi output yang 

mengarah pada peningkatan stabilitas keamanan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, impact yang diharapkan dari 

Taskap adalah keutuhan Indonesia melalui penyusunan kebijakan dan 

langkah-langkah strategis implementatif. 

b. Sistematika 

Sistematika penulisan Taskap adalah sebagai berikut: 

1) BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi gambaran faktual kondisi di lapangan, permasalahan yang 

menjadi fokus penulisan, maksud serta tujuan disusunnya Taskap, 

metode atau cara analisis terhadap data dan informasi sekunder, 

pendekatan teoritis atau framework berpikir, dan definisi istilah yang 

digunakan. 

2) BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi semua faktor yang berpengaruh terhadap pertanyaan-

pertanyaan kajian dan pencapaian simpulan yang digunakan dalam 

analisis meliputi peraturan perundang-undangan, kerangka 

teoretis, data/fakta, lingkungan strategis. 

3) BAB III. PEMBAHASAN 

Berisi tentang objek bahasan masalah yang mencerminkan 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kajian dengan berdasarkan 

referensi dan teori. Hasil pembahasan dapat diambil faktor 

penyebab masalah dan solusinya. Sehingga dari hasil pembahasan 

tersebut didapatkan faktor penyebab masalah dan solusinya. 

Dalam BAB ini mencakup 4 (empat) Pasal yaitu:  

a) Kondisi SDM Desa di Wilayah IKN 
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b) Kriteria SDM Desa di Wilayah IKN 

c) Kontribusi SDM Desa Terhadap IKN yang berkelanjutan 

d) Upaya Peningkatan Kualitas SDM Desa untuk 

Mendukung Pembangunan IKN Berkelanjutan 

4) BAB IV. PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis Taskap 

dengan judul Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Guna 

Membangun Desa di Wilayah IKN Dalam Mendukung IKN 

Berkelanjutan. 

5. Metode dan Pendekatan 

a. Metode 

Metode studi pustaka adalah metode yang digunakan pada Taskap. 

Metode studi pustaka dilaksanakan dengan melakukan telaah terhadap 

sumber sekunder yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian.11 

Studi pustaka merupakan metode sistematis untuk mengidentifikasi, 

mengevaluasi dan menyintesis secara komprehensif terhadap literatur 

hasil penelitian eksisting terkait topik penelitian dan bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Secara spesifik, Taskap 

menggunakan tipe studi pustaka sistematis yaitu meta-sintesis studi 

kualitatif yang didasarkan pada data kualitatif untuk memberikan 

gambaran menyeluruh atau mendalam terhadap fenomena sosial dalam 

konteks yang lebih luas, sehingga menghasilkan pemahaman baru.12 

 

b. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam Taskap untuk kepentingan 

nasional dan alur pikir13 yang telah dirancang sesuai dengan kaidah yang 

berlaku. Seluruh data dan informasi sekunder tentang kondisi SDM di 

desa pada wilayah IKN akan dianalisis dengan pendekatan pada lingkup 

 
11 Moh. Nazir. 2009. “Metode Penelitian”. Bogor: Ghalia Indonesia.  

12 Sigmund, Gonmo. 2020. “Social Research Method: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 
Approaches”. United Kingdom: Sage Publication Ltd. 

13 Alur pikir Taskap “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Guna Membangun Desa di Wilayah IKN 
Dalam Mendukung IKN Berkelanjutan”. 
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tingkap pendidikan, kondisi masyarakat, kondisi sosial, dan etos kerja. 

Instrumen yang dibutuhkan untuk menganalisa adalah komponen 

organisasi, undang-undang dan peraturan yang berlaku. Selain itu, turut 

memperhatikan faktor regional, faktor nasional dan faktor global. Hal 

tersebut diperlukan untuk dapat merumuskan upaya-upaya terbaik 

pengelolaan SDM dalam rangka peningkatan kualitas sehingga 

ketahanan nasional dapat terpenuhi. 

Teori yang digunakan dalam Taskap adalah Pembangunan 

Partisipatif. Pembangunan partisipatif menyaratkan peran serta aktif 

masyarakat dalam pembangunan mulai dari penyusunan konsep, 

perencanaan, pelaksanaan dan implementasi sampai dengan evaluasi 

pembangunan.14 Partisipasi tersebut dilakukan dengan kerja sama 

pemerintah baik pusat dan daerah serta didukung oleh organisasi 

kemasyarakatan.15 

6. Pengertian 

a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.16 

b. Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) adalah Desa yang tidak 

mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan lingkungan 

hidup akibat rentan bencana alam, krisis ekonomi, dan konflik sosial 

serta mengalami berbagai bentuk kemiskinan. 

c. Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya) adalah Desa yang kurang mampu 

mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan lingkungan hidup 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta 

mengalami berbagai bentuk kemiskinan. 

 
14 Digdowiseiso, Kumba. 2019. “Teori Pembangunan”. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional. 

15 Adisasmita, Rahardjo. 2018. “Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partispatif, Tipologi, Strategi, Konsep 
Desa Pusat Pertumbuhan”. Yogyakarta: Expert. 

16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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d. Desa Berkembang (Desa Madya) adalah Desa yang belum optimal 

dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan lingkungan 

hidup untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan 

mengurangi kemiskinan. 

e. Desa Maju (Desa Pra-Sembada) adalah Desa yang berkemampuan 

mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan lingkungan hidup 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan 

mengurangi kemiskinan. 

f. Desa Mandiri (Desa Sembada) adalah Desa yang berkemampuan 

melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas 

hidup dan kehidupan masyarakat berdasarkan aspek ketahanan sosial, 

ekonomi, lingkungan hidup secara berkesinambungan. 

g. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.17 

h. Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat 

khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan 

Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-

Undang. 

i. Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang tersususn atas 

Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks 

Ketahanan Lingkungan Hidup. 

j. Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara (KSN Ibu Kota 

Nusantara) adalah kawasan khusus yang cakupan wilayah dan 

fungsinya ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang. 

k. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang 

memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam 

strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi 

masa kini dan generasi masa depan.18 

 
17 Loc. Cit. 

18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan 
Hidup. 
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l. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah jumlah populasi manusia untuk 

memproduksi barang dan jasa.19 

m. Keahlian Kunci adalah atribut personal yang dimiliki oleh manusia.20 

n. Aktivasi adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk membuat 

sesuatu bekerja.21 

 
19 Kucharčíková, A. 2011. “Human Capital Definitinion and Approaches”. Dikutip dari 
https://frcatel.fri.uniza.sk/hrme/files/2011/2011_2_05.pdf. Diakses pada 3 Oktober 2022, pukul 15:23 WIB. 

20  Organization for Economic Cooperation and Development. 2001. “The Well-being of Nation: The Role of 
Human and Social Capital”. Center for Educational Research and Innovation. Dikutip dari https://www.oecd-
ilibrary.org/education/the-well-being-of-nations_9789264189515-en. Diakses pada 26 Agustus 2022, pukul 
17:44 WIB. 

21 Cambridge. “Activation”. Cambridge Dictionary. Dikutip dari 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/activation. Diakses pada 3 Oktober 2022, pukul 15:55 WIB. 

https://frcatel.fri.uniza.sk/hrme/files/2011/2011_2_05.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-well-being-of-nations_9789264189515-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-well-being-of-nations_9789264189515-en
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/activation
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

7. Umum  

Pada Bab II mengenai Tinjauan Pustaka, akan menguraikan secara 

umum dan ringkas perihal peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, 

data dan fakta, serta lingkungan strategis berkenaan dengan pembahasan 

upaya peningkatan kualitas SDM di desa agar dapat mendukung IKN 

berkelanjutan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan merupakan 

latar belakang pembangunan dan perpindahan ibu kota negara dari Daerah 

Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta) menjadi IKN. Kerangka teoritis yang 

dirujuk, yaitu sustainabilitas, sumber daya manusia dan sumber daya sosial 

dalam pembangunan, pembangunan partisipatif, dan Ibu Kota Nusantara 

(IKN). Pada bagian data dan fakta mencakup IKN, SDM di wilayah IKN, desa 

di wilayah IKN Kalimantan Timur, Indeks Desa Membangun (IDM) dan 

dukungan lembaga dan regulasi. Untuk lingkungan strategis akan diuraikan 

faktor nasional, regional dan global yang mendorong relokasi ibu kota negara. 

8. Peraturan Perundang-undangan 

Pada tahun 2019 terdapat daftar sejumlah regulasi yang dibutuhkan 

namun masih berbentuk rancangan baik itu Rancangan Undang-Undang 

(RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), maupun Rancangan 

Peraturan Presiden (RPerpres). Berikut daftar regulasi yang dibuat sebagai 

dasar pemindahan dan pembangunan IKN yang telah ditetapkan:22  

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pada 

Pasal 6 membahas terkait cakupan wilayah yang menjelaskan perihal 

batas wilayah administratif Ibu Kota Nusantara. 

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 

Pasal 32 terkait sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber 

pendanaan. 

 
22 Ibid. 
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan 

Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan 

Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Pasal 7 menjelaskan mengenai 

persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara ditetapkan 

sebagai program prioritas nasional. 

d. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota 

Nusantara. Pasal 2 dan 3 terkait tugas dalam persiapan, pembangunan, 

pemindahan serta penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu 

Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara. 

e. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana 

Induk Ibu Kota Nusantara. Pasal 3 mencakup prinsip dasar dan strategi 

pembangunan Ibu Kota Nusantara, arahan penataan ruang dan 

Kawasan Ibu Kota Nusantara, dan arahan perancangan tata bangunan 

dan lingkungan kawasan inti pusat pemerintahan. 

f. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang 

Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042. 

Pasal 2 tentang cakupan kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara 

yang meliputi kawasan Ibu Kota Nusantara, kawasan inti pusat 

pemerintahan, kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta 

wilayah perencanaan. 

9. Kerangka Teoritis 

a. Sustainabilitas 

Istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali dicetuskan oleh 

Barbara Ward, pendiri Institut Lingkungan dan Pembangunan 

Internasional pada tahun 1970. Setelah itu, istilah tersebut digunakan 

dalam deklarasi PBB yang diselenggarakan di Stockholm pada tahun 

1972. Dalam konferensi PBB tersebut, dikatakan bahwa kondisi saat ini 

merupakan titik ketika perilaku manusia perlu mempertimbangkan 

dampak terhadap lingkungan hidup. Ketidakpedulian dan keacuhan 

manusia dapat merugikan lingkungan hidup yang menjadi sandaran 

kehidupan manusia. Dengan kata lain, dengan pengetahuan dan 
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perilaku yang bijak, manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa 

mengorbankan lingkungan hidup bagi generasi manusia di masa 

depan.23  

Sustainabilitas atau berkelanjutan merupakan term/kata yang 

merujuk pada keberlangsungan jangka panjang atas kehidupan 

masyarakat seperti institusi sosial atau praktik sosial. Secara umum 

sustainabilitas dimaknai sebagai bentuk etika terintegrasi yang meliputi 

lingkungan hidup dan tindakan ekonomi yang dilakukan oleh manusia 

pada saat ini agar tidak mengurasi kesempatan manusia di masa 

mendatang untuk menikmati kemakmuran, fasilitas, dan kesejahteraan. 

Sustainabilitas berawal dari suatu gerakan yang mengkritik karakter 

masyarakat dengan tingkat konsumsi sumber daya tinggi sehingga 

mengancam keseimbangan lingkungan hidup dan kehidupan generasi 

manusia di masa depan. Sustainabilitas merupakan suatu alternatif 

terhadap kebiasaan hidup manusia yang bersifat jangka pendek, boros, 

dan berpikiran sempit. Sustainabilitas dapat digunakan sebagai standar 

untuk penilaian institusi/lembaga dan sebagai arah tujuan pembangunan 

masyarakat.24 

Sustainabilitas sebagai teori bermaksud untuk memprioritaskan 

dan mengintegrasikan respon sosial terhadap persoalan lingkungan 

hidup dan kultural. Merupakan sebuah model ekonomi yang berupaya 

untuk menopang lingkungan hidup dan ekonomi; sebuah model ekologis 

terhadap keanekaragaman hayati dan integritas ekologis; sebuah model 

politik terhadap sistem sosial yang menjadikan manusia bermartabat. 

Sustainabilitas pada dasarnya merupakan kapasitas untuk 

mempertahankan sesuatu dari waktu ke waktu dan tidak menghabiskan 

sumber daya bahan baku mentah. Konsep keberlanjutan menimbulkan 

pertanyaan mendasar yaitu: mampukah manusia berhasil 

mempertahankan diri tanpa menghabiskan sumber daya bahan baku 

 
23 Jacobus A. 2006. “Sustainable development – historical roots of the concept”. Environmental Sciences. Vol. 
3 No. 2. 

24 Meadowcroft, James. 2015. “Sustainability”. Encyclopaedia Britannica. Dikutip dari 
https://www.britannica.com/science/sustainability. Diakses pada 5 September 2022, pukul 17:19 WIB. 

https://www.britannica.com/science/sustainability
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mentah yang menjadi sandarannya. Pembangunan berkelanjutan adalah 

pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan 

kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sendiri. Pembangunan berkelanjutan mendorong agar pembangunan 

tidak hanya menjawab persoalan sosial dan ekonomi manusia tetapi juga 

persoalan lingkungan hidup sekaligus menyelaraskan kepentingan 

keduanya.25 

Sustainabilitas/keberlanjutan dibagi atas tiga sistem berdasarkan 

aspek yang meliputinya yaitu, sosial, ekonomi, dan lingkungan.26 

Keberlanjutan ekonomi berfokus pada sumber daya alam sebagai input 

material bahan baku mentah yang diolah oleh manusia dalam kegiatan 

produksi barang dan jasa. Keberlanjutan Lingkungan memiliki ruang 

lingkup yang tidak hanya mencakup alam sebagai penyedia bahan baku 

mentah untuk produksi dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga termasuk 

sistem pendukung lingkungan hidup seperti atmosfer, air, dan tanah 

yang perlu dipertimbangkan, agar dapat terus mendukung keberlanjutan 

sosial dan ekonomi manusia. Kapasitas lingkungan termasuk 

kemampuan alam dalam mengolah kembali/menetralisir limbah buang 

sisa produksi yang tidak digunakan oleh manusia.  

Di sisi lain, pengambilan material alam dan kerusakan alam yang 

diakibatkan oleh kegiatan manusia bersifat tidak dapat diperbaiki dan 

nonsubsitutif sehingga bertentangan dengan keberlanjutan lingkungan 

hidup. Keberlanjutan sosial mencakup kemiskinan dan pembangunan 

manusia. Pengurangan kemiskinan adalah tujuan utama dari 

pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan lingkungan hidup atau 

pemeliharaan sistem pendukung kehidupan merupakan prasyarat utama 

keberlanjutan sosial. 

 
25 Jenkins, Willis. (n.d.). “Sustainability Theory”. Yale Divinity School. Dikutip dari 
https://www.berkshirepublishing.com/assets_news/sustainability/Spirit_SustainabilityTheory.pdf. Diakses pada 
5 September 2022, pukul 17:24 WIB. 

26 Khalili, Nasrin R. 2011. “Theory and Concept of Sustainability and Sustainable Development”. In: Practical 
Sustainability. New York: Palgrave Macmillan.  

https://www.berkshirepublishing.com/assets_news/sustainability/Spirit_SustainabilityTheory.pdf
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b. Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sosial Dalam 

Pembangunan  

Kesejahteraan secara filosofis dimaknai sebagai kondisi kehidupan 

manusia yang baik.27 Konsep kesejahteraan individu terbagi saat ini 

terbagi atas tiga paradigma, yaitu kesejahteraan subjektif (kepuasan 

individu), kesejahteraan psikologis (perkembangan individu), dan 

kesejahteraan komposit (akumulasi atas kedua jenis kesejahteraan 

tersebut berdasarkan indeks tertentu).28 Kesejahteraan individu bersifat 

dinamis berdasarkan kemampuan individu dalam: (1) mengasah potensi, 

(2) produktif bekerja, (3) membangun relasi positif yang kuat dengan 

orang lain, dan (4) berkontribusi terhadap masyarakat secara umum.29 

Konsep Peran Manusia Dalam Kesejahteraan Bangsa yang disampaikan 

oleh the Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) menerangkan bahwa kesejahteraan suatu bangsa, yang 

termanifestasikan ke dalam Produk Domestik Bruto (PDB), ditentukan 

oleh kesejahteraan individu. 

Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan 

sumber daya sosial (SDS)/modal sosial merupakan input untuk dikelola 

pemerintah sehingga menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB). 

Kesejahteraan umum merupakan suatu kondisi kebutuhan materil dan 

non-materil individu terpenuhi sehingga hidup secara layak dan mampu 

mengembangkan diri.30 PDB terbatas pada barang dan jasa yang 

beredar di dalam pasar dan tidak mengkalkulasikan aktivitas non-pasar 

seperti mengasuh anak dan konservasi SDA. Disisi lain, polusi, limbah, 

kriminalitas, dan sebagainya, juga merupakan bagian dari PDB, namun 

 
27 Crisp, Roger. 2021. “Well-Being”. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Dikutip dari 
https://plato.stanford.edu/entries/well-being/. Diakses pada 3 Oktober 2022, pukul 18:42 WIB. 

28 Bloch-Jorgensen ZT, Cilione PJ, Yeung WWH and Gatt JM. 2018. “Centeredness Theory: Understanding and 
Measuring Well-Being Across Core Life Domains”. Front. Psychol. 9:610. 

29 Aked, Jody., Marks, Nic., Cordon, Corrina., Thompson, Sam. 2008. “Five Ways to Well-Being. New Economic 
Foundation”. Dikutip dari https://neweconomics.org/2008/10/five-ways-to-wellbeing. Diakses pada 3 Oktober 
2022, pukul 18:55 WIB. 

30 Diadaptasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 

https://plato.stanford.edu/entries/well-being/
https://neweconomics.org/2008/10/five-ways-to-wellbeing
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merupakan produk yang tidak berkontribusi pada kesejahteraan 

sehingga disebut sebagai “social regrettables”.31 

Faktor produksi terbagi atas tanah, SDM, dan modal fisik. SDM 

adalah seluruh pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan atribut 

individu yang membantu untuk menyejahterakan kehidupan pribadi, 

sosial dan ekonomi. Hal tersebut tertanam kedalam diri individu, terasah 

melalui pengalaman, tumpul ketika tidak digunakan, dan menurun seiring 

pertambahan usia. 

Pembelajaran berpengaruh terhadap perilaku sosial yang 

membentuk kebiasaan, karakteristik yang mendorong penciptaan 

lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan individu. 

Individu memiliki dorongan alamiah untuk berserikat dan menikmati 

sebesar-besarnya manfaat dari berserikat, sedang, masyarakat yang 

dibentuk berdasar pada kepercayaan dan kerja sama dapat membantu 

aktualisasi potensi individu (Gambar 2). 

Modal sosial adalah jejaring bersama yang saling berbagi norma, 

nilai dan pemahaman sehingga dapat memfasilitasi kerja sama dan 

menciptakan kelekatan sosial. Modal sosial merupakan produk warisan 

kultur dan norma perilaku yang memungkinkan masyarakat 

menyelesaikan persoalan kolektif lebih mudah dan memastikan 

kepatuhan sesuai harapan masyarakat. Berdasarkan studi empiris di 

sejumlah negara, modal sosial berdampak positif terhadap ekonomi dan 

bermanfaat terhadap individu maupun kelompok. Hubungan antara 

modal sosial dan SDM berlaku dua arah diantaranya dalam hal 

partisipasi individu dalam pembangunan.32 

c. Pembangunan Partisipatif 

Selama 30 tahun terakhir, berbagai organisasi telah mulai 

melibatkan orang-orang lokal dalam pembangunan. Munculnya teori 

 
31 Organisation for Economic Cooperation and Development. 2001. “The Well-being of Nation: The Role of 
Human and Social Capital”. Center for Educational Research and Innovation. Dikutip dari https://www.oecd-
ilibrary.org/education/the-well-being-of-nations_9789264189515-en. Diakses pada 26 Agustus 2022, pukul 
17:44 WIB. 

32 Ibid. 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-well-being-of-nations_9789264189515-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-well-being-of-nations_9789264189515-en
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partisipasi pada awalnya untuk menyamakan pembangunan dengan 

modernitas yang dicapai oleh masyarakat 'Barat' dan sisi lain merupakan 

reaksi orang-orang lokal 'non-ahli' yang merasa dikesampingkan dalam 

pembangunan. Tindak partisipatif merupakan suatu pergerakan untuk 

menciptakan lingkungan belajar baru bagi masyarakat serta 

mengekspresikan kebutuhan mereka dalam pembangunan. Selain itu, 

akademisi Robert Chambers berpendapat bahwa perlu untuk 

“menempatkan yang terakhir di posisi pertama” sebagai pendekatan 

dalam pembangunan pedesaan.33 

Pembangunan partisipatif merupakan salah satu konsep 

pembangunan pemberdayaan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang 

diidentifikasi secara mandiri untuk perencanaan pembangunan menuju 

masyarakat yang sejahtera.34 Pembangunan perdesaan adalah aktivitas 

terencana yang dilakukan dimulai dari identifikasi kebutuhan, kendala 

dan potensi yang bertujuan untuk memajukan kehidupan sosial dan 

ekonomi dan dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat 

perdesaan melalui pengorganisasian. Paradigma pembangunan saat ini 

telah bergeser dari top down dengan mengharapkan pada trickle effect 

yang dapat meratakan pembangunan menjadi bottom up yang bertumpu 

pada partisipasi dari masyarakat sebagai pelaku ekonomi dengan 

keunggulan beserta kekhasan yang dimiliki. Hal ini mengubah peran 

masyarakat dari satu peran yaitu hanya menjadi objek pembangunan 

menjadi dua peran yaitu menjadi objek sekaligus subjek pembangunan. 

SDM merupakan fondasi sekaligus modal utama dalam 

pembangunan ekonomi, perkembangan pengetahuan dan kebudayaan, 

serta solusi persoalan sosial dan lingkungan hidup. Untuk mencapai 

keberlanjutan, modal perlu dikelola melalui pendidikan yang berkualitas, 

kesehatan yang baik, kesejahteraan sosial dan kesetaraan yang 

 
33 Giles Mohan and Kristian Stokke. 2000. “Participatory Development and Empowerment: The Dangers of 

Localism”. Third World Quarterly. Volume. 21. No. 2. 

 
34 Universitas Al Azhar Indonesia. 2021. “Komunikasi sebagai Media Pembangunan Partisipatif”. Dikutip dari 
https://pascasarjana.uai.ac.id/https-uai-ac-id-komunikasi-sebagai-media-pembangunan-partisipatif-
utm_sourcerssutm_mediumrssutm_campaignkomunikasi-sebagai-media-pembangunan-
partisipatif/#:~:text=Konsep%20Pembangunan%20Partisipatif%20(KPP)%20merupakan,sebagai%20suatu%2
0dasar%20perencanaan%20pembangunan. Diakses pada 26 Agustus 2022, pukul 18:22 WIB. 

https://pascasarjana.uai.ac.id/https-uai-ac-id-komunikasi-sebagai-media-pembangunan-partisipatif-utm_sourcerssutm_mediumrssutm_campaignkomunikasi-sebagai-media-pembangunan-partisipatif/#:~:text=Konsep%20Pembangunan%20Partisipatif%20(KPP)%20merupakan,sebagai%20suatu%20dasar%20perencanaan%20pembangunan
https://pascasarjana.uai.ac.id/https-uai-ac-id-komunikasi-sebagai-media-pembangunan-partisipatif-utm_sourcerssutm_mediumrssutm_campaignkomunikasi-sebagai-media-pembangunan-partisipatif/#:~:text=Konsep%20Pembangunan%20Partisipatif%20(KPP)%20merupakan,sebagai%20suatu%20dasar%20perencanaan%20pembangunan
https://pascasarjana.uai.ac.id/https-uai-ac-id-komunikasi-sebagai-media-pembangunan-partisipatif-utm_sourcerssutm_mediumrssutm_campaignkomunikasi-sebagai-media-pembangunan-partisipatif/#:~:text=Konsep%20Pembangunan%20Partisipatif%20(KPP)%20merupakan,sebagai%20suatu%20dasar%20perencanaan%20pembangunan
https://pascasarjana.uai.ac.id/https-uai-ac-id-komunikasi-sebagai-media-pembangunan-partisipatif-utm_sourcerssutm_mediumrssutm_campaignkomunikasi-sebagai-media-pembangunan-partisipatif/#:~:text=Konsep%20Pembangunan%20Partisipatif%20(KPP)%20merupakan,sebagai%20suatu%20dasar%20perencanaan%20pembangunan
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bertujuan membentuk individu yang memiliki kompetensi profesional dan 

kemampuan dalam memecahkan masalah. Pendidikan dan pelatihan 

perlu didasarkan pada latar belakang sosial-budaya dan kemampuan 

penerapan pendekatan ekonomi berparadigma berkelanjutan.35 

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan penuh masyarakat 

secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan 

pembangunan. Pelibatan masyarakat tersebut merupakan salah satu 

bentuk pemberdayaan sosial. Dalam pembangunan perdesaan, 

pelibatan masyarakat secara langsung merupakan wujud aktualisasi dan 

penguatan masyarakat yang berpendidikan dan berketerampilan rendah. 

Masyarakat perdesaan lebih memahami kebutuhan, sumber dan solusi 

persoalan sehingga pembangunan tepat sasaran dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan menuju desa mandiri (Tabel I.).  

Pembangunan perdesaan partisipatif masyarakat perdesaan 

membutuhkan adanya kepemimpinan dan sosialisasi melalui 

pemberdayaan sehingga kesadaran meningkat dan mendorong 

produktivitas. Dua kendala yang dihadapi, yaitu: terbatasnya 

pengetahuan pemerintah pusat atas geliat pembangunan perdesaan 

pada level desa dan terbatasnya pengetahuan masyarakat perdesaan 

bahwa seluruh upaya pembangunan ditujukan padanya. Pendekatan 

partisipasi masyarakat perdesaan untuk mendorong hadirnya gagasan, 

kemampuan untuk meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. 

 

d. Ibu Kota Nusantara (IKN) 

Istilah Nusantara terbentuk dari gabungan kata pada dua bahasa, 

yaitu “Nusa” dari Bahasa Kawi yang berarti pulau, dan ”Antara” dari 

Bahasa Sanskerta yang berarti diluar. Nusantara pada awalnya 

bermakna pulau yang berada diluar/diseberang Pulau Jawa. Istilah 

Nusantara kemudian digunakan oleh Patih Gajah Mada, dengan makna 

 
35 Spirin, I.V., Grishaeva, Y.M., Matantseva, O.Y., Tkacheva, Z.N. 2021. “Human Capital as a Tool of Ensuring 
Sustainable Development”. In: Solovev, D.B., Savaley, V.V., Bekker, A.T., Petukhov, V.I. (eds) Proceeding of 
the International Science and Technology Conference "FarEastСon 2020". Smart Innovation, Systems and 
Technologies, vol 227. Springer. Singapore.  
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semua pulau di luar wilayah kekuasaan yang ingin ditaklukkan oleh 

Kerajaan Majapahit. Meski mengalami beberapa perubahan, istilah 

Nusantara tidak serta merta merujuk pada suatu suku budaya tertentu 

karena secara orisinil berasal dari dua bahasa berbeda yang umum 

digunakan pada masyarakat di masa lampau.36 Hingga saat ini, 

Nusantara dimaknai sebagai kepulauan Indonesia.37 

Di dunia, Indonesia bukan satu-satunya negara yang melakukan 

pemindahan ibu kota negara. Negara Brazil dan Australia juga pernah 

memindahkan ibu kota negara mereka dengan beragam tujuan sesuai 

dengan kebutuhan negara masing-masing. Merujuk pada Buku Saku 

Pemindahan Ibu Kota Negara yang diterbitkan oleh 

KemenPPN/Bappenas pada tahun 2021, urgensi dipindahkannya IKN 

karena 57% penduduk di Indonesia bermukim di Pulau Jawa. Jakarta 

mengalami peningkatan kepadatan penduduk dari peringkat ke-10 di 

dunia pada data United Nation (UN) tahun 2013 menjadi peringkat ke-9 

pada data World Economic Forum (WEF) tahun 2017. Hal tersebut 

berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan hidup, seperti 

krisis ketersediaan air bersih. 

Visi pemindahan ibu kota negara, yaitu: kota berkelanjutan, simbol 

identitas bangsa, dan penggerak ekonomi masa depan. Visi tersebut 

didasarkan pada pilar pembangunan Indonesia 2045, yaitu: 

pembangunan manusia dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK), pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan 

pembangunan, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola 

pemerintahan. Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara 

didasarkan pada kriteria lahan luas, potensi konflik rendah, masyarakat 

relatif terbuka terhadap perubahan dan kebaruan, daya dukung 

lingkungan hidup memadai, perimeter pertahanan dan keamanan 

 
36 Meilani, Tri., dan Adji, Raka. 2022. “Nusantara and Its Changing Meanings”. Dikutip dari 
https://en.antaranews.com/news/211097/nusantara-and-its-changing-meanings. Diakses pada 6 September 
2022, pukul 19:33 WIB. 

37 Lamb, Kate. 2022. “Indonesia Passes Law to Relocate Capital to Borneo Jungle”. World Economic Forum. 
Dikutip dari https://www.weforum.org/agenda/2022/01/indonesia-relocate-capital-borneo-jungle-cities-island-
asia/. Diakses pada 6 September 2022, pukul 19:47 WIB. 

https://en.antaranews.com/news/211097/nusantara-and-its-changing-meanings
https://www.weforum.org/agenda/2022/01/indonesia-relocate-capital-borneo-jungle-cities-island-asia/
https://www.weforum.org/agenda/2022/01/indonesia-relocate-capital-borneo-jungle-cities-island-asia/
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terpenuhi, rendahnya potensi bencana alam, dan berlokasi tepat di 

tengah wilayah negara, sehingga efisien dalam hal mobilitas 

pembangunan dari barat (ibu kota negara sebelumnya) ke tengah (ibu 

kota negara baru).38 

Rencana pembangunan IKN telah tercantum di dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 

Berdasarkan perpres tersebut, IKN termasuk ke dalam salah satu dari 41 

daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024 yang 

ditujukan untuk mengkonkritkan penyelesaian isu pembangunan terukur 

dan memiliki manfaat langsung untuk masyarakat. Major Project IKN 

diharapkan dapat mendorong investasi sehingga tercipta pertumbuhan 

ekonomi Pulau Kalimantan dan peningkatan nilai tambah dari 

pengolahan sumber daya alam (SDA) untuk energi.39 

Pemindahan IKN di luar Pulau Jawa disebutkan memiliki posisi 

sentral yang lebih seimbang secara geografis dan ekonomi sebagai 

upaya pengurangan ketimpangan antarwilayah. Proses pemindahan 

tersebut dilakukan bertahap dan memperhatikan lingkungan hidup 

dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. IKN diharapkan dapat 

menjadi penggerak ekonomi Indonesia sesuai visi pada tahun 2045. 

Selain itu, IKN juga dibangun melalui kerja sama dengan Balikpapan, dan 

Samarinda sehingga dapat mengembangkan ekonomi regional.40 Baik 

dari sisi visi, perencanaan, dukungan regulasi, hingga konsep 

perkantoran IKN dibangun dengan struktur manajemen organisasi yang 

bersifat agile, yaitu mampu bergerak cepat dan mudah dalam 

menghadapi perubahan dalam lingkungan yang dinamis serta 

berorientasi pada hasil.41 

 
38 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (KemenPPN/Bappenas). 2021. “Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara”. Jakarta: 
KemenPPN/Bappenas RI. 

39 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 

40 Op. Cit. 

41 Op. Cit. 
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IKN akan dibangun dengan konsep desain bertema “Nagara Rimba 

Nusa” dari Urban Plus dengan tema yang mencakup keanekaragaman 

hayati, kemajuan pengetahuan, berasal dan bertumbuh bersama alam 

dan inspirasi perkembangan teknologi menuju pembangunan manusia 

dengan kualitas terbaik (Gambar 3).42 

IKN didirikan berdasarkan beberapa prinsip dasar diantaranya 

prinsip dasar pembangunan ekonomi, prinsip dasar pembangunan sosial 

dan SDM, dan prinsip dasar pelindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. Pada prinsip pebangunan ekonomi hendak diwujudkan dalam 

bentuk pembangunan superhub ekonomi. Superhub ekonomi tersebut 

bersifat inklusif dan berguna sebagai akselerator pembangunan 

Kawasan Timur Indonesia agar maju dan berdaya saing tinggi serta 

kontributif terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Prinsip 

dasar pembangunan SDM ditujukan untuk membangun SDM yang sehat 

baik fisik, mental dan spiritual agar (1) produktif baik secara sosial 

maupun secara ekonomi dan (2) berpartisipasi aktif dalam perwujudan 

kesejahteraan dan perdamaian, secara berkelanjutan. Prinsip dasar 

pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun berdasarkan 

hasil integrasi antara kalkulasi populasi manusia dan daya dukung serta 

daya tampung lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan agar kekayaan 

keanekaragaman hayati terjada, ekosistem terpelihara dan sebagai 

upaya restorasi sistem jaringan hijau (hutan) dan biru (laut). Selain itu, 

lingkungan hidup perlu dirawat guna menjamin kelayakan hidup 

masyarakat setempat dan keberlanjutan alam.43 

10. Data dan Fakta 

a. Sumber Daya Manusia (SDM) di Wilayah IKN 

Data tentang SDM eksisting yang bermukim di wilayah IKN merujuk 

pada data BPS tentang Kecamatan Loa Kulu Dalam Angka Tahun 2020, 

Kecamatan Loa Janan Dalam Angka Tahun 2020, Kecamatan Samboja 

Dalam Angka Tahun 2021, Kecamatan Penajam Dalam Angka Tahun 

 
42 Ibid. 

43 Ibid. 
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2021, Kecamatan Sepaku Dalam Angka Tahun 2021. Data tersebut 

memuat informasi tentang jumlah penduduk dan jumlah sekolah yang 

ada di setiap desa di wilayah IKN. Data tersebut tersaji pada Tabel II. 

Sumber Daya Manusia di Wilayah IKN (terlampir). 

b. Desa di Wilayah IKN Kalimantan Timur 

Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi IKN mewakili 

Kawasan Timur Indonesia karena sudah memiliki aksesibilitas lokasi 

yang baik, kelengkapan infrastruktur utama sudah terpenuhi, komposisi 

kependudukan bersifat heterogen dan relatif terbuka. Selain itu, 

ketersediaan lahan berstatus Hutan Produksi dan Perkebunan luas, 

kondisi lingkungan yang mendukung pertahanan baik, dan kemampuan 

lahan untuk dikonstruksi bangunan mumpuni, dan dekat dengan Selat 

Makassar sebagai jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia II. 

IKN dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten 

Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Penduduk di Kalimantan Timur 

mencapai 3,77 juta jiwa berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020. 

Secara umum, 83% penduduk di Kalimantan Timur merupakan 

pendatang bersuku Jawa, Bugis dan Banjar, sehingga heterogenitas 

masyarakat cukup tinggi. Hanya sekitar 17% dari total penduduk yang 

merupakan penduduk asli, yaitu penduduk yang bersuku Kutai, Paser, 

dan Dayak.44 

Peta Delineasi Wilayah Strategis Nasional Ibu Kota Negara dalam 

UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 menunjukkan bahwa Kecamatan Muara 

Jawa, Kecamatan Semboja, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa 

Kulu berada di Kabupaten Kutai Kartanegara; Kecamatan Sepaku, dan 

Kecamatan Penajam berada di Kabupaten Penajam Paser Utara masuk 

ke dalam Wilayah Darat IKN seluas 256.142,74 ha. Pada Kecamatan 

Muara Jawa tidak terdapat desa melainkan keluarahan sebanyak 

delapan, yaitu Muara Jawa Ilir, Muara Jawa Tengah, Muara Jawa Ulu, 

Muara Jawa Pesisir, Dondang, Tama Pole, Muara Kembang, dan Teluk 

 
44 Op. Cit. 
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Dalam.45 Gambaran kondisi desa di Wilayah Pengembangan IKN 

Kalimantan Timur berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang 

diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi tahun 2022 terlampir pada Tabel III.  

Dari data tersebut diketahui bahwa berdasarkan IDM dari 41 desa, 

jumlah desa mandiri sebanyak 20 desa, desa maju sebanyak 21 desa, 

desa berkembang sebanyak 4 desa. Kriteria yang digunakan untuk 

menentukan tingkat perkembangan desa, yaitu ketahanan sosial, 

ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan hidup. 

IKN didirikan berdasarkan beberapa prinsip dasar diantaranya 

prinsip dasar pembangunan ekonomi, prinsip dasar pembangunan sosial 

dan SDM, dan prinsip dasar pelindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. Pada prinsip pebangunan ekonomi hendak diwujudkan dalam 

bentuk pembangunan superhub ekonomi. Superhub ekonomi tersebut 

bersifat inklusif dan berguna sebagai akselerator pembangunan 

Kawasan Timur Indonesia agar maju dan berdaya saing tinggi serta 

kontributif terhadap pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Prinsip 

dasar pembangunan SDM ditujukan untuk membangun SDM yang sehat 

baik fisik, mental dan spiritual agar (1) produktif baik secara sosial 

maupun secara ekonomi dan (2) berpartisipasi aktif dalam perwujudan 

kesejahteraan dan perdamaian, secara berkelanjutan. Prinsip dasar 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun berdasarkan 

hasil integrasi antara kalkulasi populasi manusia dan daya dukung serta 

daya tampung lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan agar kekayaan 

keanekaragaman hayati terjada, ekosistem terpelihara dan sebagai 

upaya restorasi sistem jaringan hijau (hutan) dan biru (laut). Selain itu, 

lingkungan hidup perlu dirawat guna menjamin kelayakan hidup 

masyarakat setempat dan keberlanjutan alam.46 

 
45 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan Muara Jawa. Dikutip dari 
http://kabupaten.kutaikartanegara.com/kecamatan.php?k=Muara_Jawa#:~:text=Muara%20Jawa%20merupak
an%20salah%20satu,mencapai%20754%2C5%20km2. Diakses pada 8 September 2022, pukul 10:50 WIB. 

46 Loc. Cit. 

http://kabupaten.kutaikartanegara.com/kecamatan.php?k=Muara_Jawa#:~:text=Muara%20Jawa%20merupakan%20salah%20satu,mencapai%20754%2C5%20km2
http://kabupaten.kutaikartanegara.com/kecamatan.php?k=Muara_Jawa#:~:text=Muara%20Jawa%20merupakan%20salah%20satu,mencapai%20754%2C5%20km2
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c. Indeks Desa Membangun (IDM)  

Perangkat indikator yang digunakan dalam perhitungan IDM 

disusun berdasarkan kebutuhan desa atas kerangka kerja berkelanjutan 

yang memuat dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. IDM juga 

digunakan dalam menentukan intervensi kebijakan pemerintah 

berdasarkan partisipasi masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah, 

tipologi dan modal sosial.47 

Menurut Adisasmita, setidaknya terdapat lima aspek pembangunan 

perdesaan, yaitu produksi, pendidikan dan kesehatan, infrastruktur fisik, 

penguatan kelembagaan dan kelestarian lingkungan hidup.48 Kelima 

aspek tersebut telah tercantum dalam perhitungan kriteria pembangunan 

perdesaan. Secara umum, kriteria pembangunan perdesaan terangkum 

kedalam komponen IDM yang mencakup indeks ketahanan sosial, 

ekonomi dan lingkungan hidup. Indeks ketahanan sosial terdiri dari 

dimensi modal sosial, kesehatan, pendidikan dan permukiman, sedang 

indeks ketahanan ekonomi dan lingkungan hidup terdiri dari dimensi 

ekonomi dan lingkungan hidup.49 

Merujuk pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa 

Membangun, dimensi dan perangkat indikator yang diperhitungkan 

dalam menentukan tingkat perkembangan desa terlampir pada Tabel IV. 

 

d. Dukungan Lembaga dan Regulasi 

1) Dukungan Lembaga 

Berbagai dukungan untuk memberikan dorongan dan bantuan 

dalam pembentukan pembangunan IKN. Sebagian diantaranya 

datang dari lembaga atau instansi pemerintah tercantum pada situs 

IKN, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian 

 
47 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2020. “Indeks 
Desa Membangun”. Dikutip dari https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm. Diakses pada 24 
Agustus 2022, pukul 20:48 WIB. 

48 Loc. Cit. 

49 Loc. Cit. 

https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm
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Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasiona, dan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.50 Tidak hanya 

lembaga pemerintah, tetapi juga dukungan dalam bentuk kolaborasi 

dengan para pihak pemangku kepentingan baik dari swasta maupun 

masyarakat.51 

Dukungan nonlembaga juga menyatakan siap untuk 

berpartisipasi aktif dalam pembangunan IKN. Dukungan tersebut 

salah satunya datang dari diaspora Indonesia yang tergabung dalam 

Indonesian Diaspora Network Global (IDN Global). Dukungan berupa 

penyebarluasan informasi dalam bentuk berita tentang IKN yang 

positif dalam rangka menarik minat investor.52 

 

2) Dukungan Regulasi 

Dukungan regulasi yang telah disusun oleh pemerintah 

diantaranya adalah dengan membentuk Tim Transisi berdasar pada 

Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 105 Tahun 2022 

Tentang Teken Tim Transisi Pendukung Persiapan Pembangunan Ibu 

Kota yang ditujukan untuk percepatan pembangunan dan relokasi 

IKN. Pembangunan IKN memerlukan 4K, yaitu koordinasi, 

konsolidasi, kolaborasi dan komunikasi.53 

Selain pembentukan Tim Transisi, regulasi tentang skema 

pembiayaan IKN juga telah dirancang oleh pemerintah. Satu dari 

bentuk skema tersebut adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan 

Usaha (KPBU) atau project financing sebagai creative financing 

instrument dalam mendukung IKN. KPBU adalah skema pembiayaan 

yang akan dibebankan kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP). BUP 

 
50 Op. Cit. 

51 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2022. “Dukung Persiapan, Pembangunan, dan 
Pemindahan IKN, Mensesneg Berikan Arahan kepada Tim Transisi”. Dikutip dari 
https://www.setneg.go.id/baca/index/dukung_persiapan_pembangunan_dan_pemindahan_ikn_mensesneg_b
erikan_arahan_kepada_tim_transisi. Diakses pada 7 September 2022, pukul 12:50 WIB. 

52 Kurnia, Tommy. 2022. “IDN Global: Diaspora Indonesia Siap Terlibat di Pembangunan IKN Nusantara”. 
Liputan 6. Dikutip dari https://www.liputan6.com/global/read/5006753/idn-global-diaspora-indonesia-siap-
terlibat-di-pembangunan-ikn-nusantara. Diakses pada 7 September 2022, pukul 13.11 WIB. 

53 Ibid. 

https://www.setneg.go.id/baca/index/dukung_persiapan_pembangunan_dan_pemindahan_ikn_mensesneg_berikan_arahan_kepada_tim_transisi
https://www.setneg.go.id/baca/index/dukung_persiapan_pembangunan_dan_pemindahan_ikn_mensesneg_berikan_arahan_kepada_tim_transisi
https://www.liputan6.com/global/read/5006753/idn-global-diaspora-indonesia-siap-terlibat-di-pembangunan-ikn-nusantara
https://www.liputan6.com/global/read/5006753/idn-global-diaspora-indonesia-siap-terlibat-di-pembangunan-ikn-nusantara
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adalah badan khusus yang dibentuk dari beberapa badan usaha yang 

tergabung dengan berfokus pada penyelesaian satu proyek KPBU 

tertentu. Secara umum, telah ditetapkan mekanisme pembiayaan 

yang menjadi bagian dari regulasi pembangunan IKN, yaitu Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), KPBU, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), swasta, pembiayaan internasional, dan skema 

pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.54 

Payung hukum yang menaungi kerja sama antara pemerintah 

dengan swasta dalam pembangunan IKN utamanya mengenai 

investasi masih dalam proses penanganan Kementerian 

Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).55 Skema 

insentif fiskal dan nonfiskal juga masih dalam proses penyusunan 

rancangan peraturan.56 

11. Lingkungan Strategis 

a. Faktor Regional dan Global 

Faktor yang mempengaruhi kondisi dalam negeri pada aspek sosial 

budaya adalah proyeksi penggunaan teknologi kecerdasan buatan. 

Kercerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) adalah kemampuan 

kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan untuk melakukan 

pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh manusia karena memerlukan 

kecerdasan dan kebijaksanaan dalam bertindak.57 Pew Research 

Center58 menyampaikan bahwa penggunaan AI di masa depan akan 

 
54 Vernando, Zaki. (n.d.). “Skema KPBU, Apa Perannya dalam Mendukung Pembangunan IKN?”. Kementerian 
Keuangan. Dikutip dari https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1142-1364/umum/orang-juga-bertanya/skema-kpbu-
apa-perannya-dalam-mendukung-pembangunan-ikn. Diakses pada 7 September 2022, pukul 12:55 WIB. 

55 Ridwan, Muhammad. 2022. “Payung Hukum Keterlibatan Swasta di Proyek IKN Masih Digodok”. Bisnis. 
Dikutip dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20220725/45/1558980/payung-hukum-keterlibatan-swasta-di-
proyek-ikn-masih-digodok. Diakses pada 8 September 2022. 21:05 WIB. 

56 Zuraya, Nidia. 2022. “Pemerintah Segera Tuntaskan Rancangan Insentif bagi Swasta di IKN”. Republika. 
Dikutip dari https://www.republika.co.id/berita/rdm7oz383/pemerintah-segera-tuntaskan-rancangan-insentif-
bagi-swasta-di-ikn. Diakes pada 7 September 2022, pukul 20:32 WIB. 

57 Copeland, B.J. “Aritificial Intelligence”. Britannica. Dikutip dari  
https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence. Diakses pada 4 Oktober 2022, pukul 12:37 WIB. 

58 Anderson, Janna., dan Rainie, Lee. Artificial Intelligence and the Future of Humans. Pew Research Center. 
Dikutip dari https://www.pewresearch.org/internet/2018/12/10/artificial-intelligence-and-the-future-of-humans/. 
Diakses pada 4 Oktober 2022, pukul 13:42 WIB. 

https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1142-1364/umum/orang-juga-bertanya/skema-kpbu-apa-perannya-dalam-mendukung-pembangunan-ikn
https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1142-1364/umum/orang-juga-bertanya/skema-kpbu-apa-perannya-dalam-mendukung-pembangunan-ikn
https://ekonomi.bisnis.com/read/20220725/45/1558980/payung-hukum-keterlibatan-swasta-di-proyek-ikn-masih-digodok
https://ekonomi.bisnis.com/read/20220725/45/1558980/payung-hukum-keterlibatan-swasta-di-proyek-ikn-masih-digodok
https://www.republika.co.id/berita/rdm7oz383/pemerintah-segera-tuntaskan-rancangan-insentif-bagi-swasta-di-ikn
https://www.republika.co.id/berita/rdm7oz383/pemerintah-segera-tuntaskan-rancangan-insentif-bagi-swasta-di-ikn
https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence
https://www.pewresearch.org/internet/2018/12/10/artificial-intelligence-and-the-future-of-humans/
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sangat membantu kehidupan manusia. Kinerja AI lebih efisien dibanding 

manusia, sehingga dapat menjadi pengungkit ekonomi dunia. Disisi lain, 

penggunaan AI dapat menyebabkan manusia kehilangan kendali atas 

pengalaman hidup dan lapangan pekerjaan, serta penurunan terhadap 

kemampuan bertahan hidup dan berpikir. Kendati demikian, secara 

praktik AI telah digunakan di Indonesia pada level nasional, yaitu bidang 

pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang keamanan.59  

Dalam rencana pembangunan IKN yang disampaikan oleh Tim 

Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu 

Kota Negara pada bulan Juli lalu melalui siaran pers, juga menyebutkan 

bahwa AI akan digunakan salah satunya untuk mengendalikan lalu lintas 

di IKN.60 Oleh sebab itu, masyarakat di desa terutama yang berada di 

wilayah IKN perlu diberikan dorongan dan percepatan pembangunan 

serta peningkatan kualitas SDM. Hal tersebut berguna untuk menyiapkan 

masyarakat desa agar memiliki kompetensi dan daya saing tinggi. 

Pemindahan ibu kota negara dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 

(DKI) ke IKN dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti faktor regional dan 

faktor global. Faktor regional adalah faktor kewilayahan setempat yang 

diantaranya mencakup tanah, sumber daya alam, dan kepadatan 

penduduk.61 Ibu Kota Jakarta mengalami kesulitan dalam upaya untuk 

menjaga permukaan daratan agar tidak terendam air.62 

Permukaan tanah di DKI Jakarta terancam terendam air akibat 

naiknya permukaan air laut dan intensitas curah hujan yang tinggi. 

Permukaan air laut naik disebabkan karena penurunan permukaan tanah 

 
59 Pamungkas, Muhammad Aldryansyah. 2021. “3 Pemanfaatan AI yang Sudah Diterapkan di Indonesia”. 
Kompasiana. Dikutip dari https://www.kompasiana.com/aldryansyah64590/60f2f71006310e0cc5639392/3-
pemanfaatan-ai-yang-sudah-diterapkan-di-indonesia. Diakses pada 4 Oktober 2022, pukul 12:23 WIB. 

60 Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara. 2022. “Ibu Kota 
Nusantara Akan Terapkan Sistem Transportasi Cerdas”. Ibu Kota Negara. Dikutip dari 
https://ikn.go.id/storage/press-release/2022/122022.0714%20Siaran%20Pers%20-
%20Ibu%20Kota%20Nusantara%20Akan%20Terapkan%20Sistem%20Transportasi%20Cerdas.pdf. Diakses 
pada 5 Oktober 2022, pukul 07:27 WIB. 

61 Emilsson, Tobias. 2021. “Urban Life and Climate Change. In: The Impacts of Climate Change”. Amsterdam: 
Elsevier. 

62 Renaldi, Adi. 2022. “Indonesia's giant capital city is sinking. Can the government's plan save it?”. National 
Geographic. Dikutip dari https://www.nationalgeographic.com/environment/article/indonesias-giant-capital-city-
is-sinking-can-the-governments-plan-save-it. Diakses pada 6 September 2022, pukul 20:52 WIB. 
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https://ikn.go.id/storage/press-release/2022/122022.0714%20Siaran%20Pers%20-%20Ibu%20Kota%20Nusantara%20Akan%20Terapkan%20Sistem%20Transportasi%20Cerdas.pdf
https://ikn.go.id/storage/press-release/2022/122022.0714%20Siaran%20Pers%20-%20Ibu%20Kota%20Nusantara%20Akan%20Terapkan%20Sistem%20Transportasi%20Cerdas.pdf
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/indonesias-giant-capital-city-is-sinking-can-the-governments-plan-save-it
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/indonesias-giant-capital-city-is-sinking-can-the-governments-plan-save-it


27 
 

 
 

akibat beban berat diatas permukaan dan dipercepat oleh pengmbilan 

air tanah dalam jumlah besar yang berlangsung secara terus-menerus. 

Selain itu, krisis iklim yang terjadi secara global sehingga 

menyebabkan melelehnya es di kutub utara dan kutub selatan turut 

berkontribusi pada naiknya permukaan air laut. Krisis iklim global juga 

mendukung terjadinya intensitas curah hujan yang tinggi. Air hujan yang 

turun di dataran tinggi seperti Kabupaten Bogor mengalir hingga ke DKI 

Jakarta. Selain itu, intensitas curah hujan tinggi yang terjadi di DKI 

Jakarta tidak dapat terserap sepenuhnya ke dalam tanah karena 

permukaan tanah tertutup bangunan. 

Kondisi beban lingkungan yang tinggi tersebut juga diperburuk 

dengan banyaknya jumlah gedung dan bangunan dari permukiman 

penduduk, kantor pemerintah sampai dengan pusat perbelanjaan 

modern, sehingga meningkatkan risiko banjir. Disamping itu, kualitas 

udara di DKI Jakarta juga disebutkan lebih buruk jika dibandingkan 

dengan kota padat penduduk lain seperti Delhi dan Beijing.63 

Relokasi ibu kota negara juga dimaksudkan untuk melepaskan ibu 

kota dari tingginya angka kemacetan, polusi dan pencemaran, serta 

kepadatan penduduk. Faktor lain yang dipertimbangkan adalah sebagai 

jawaban atas persoalan ketimpangan pembangunan antara Indonesia 

bagian barat dengan Indonesia bagian lain serta menghapus pandangan 

pembangunan yang bersifat Jawa-sentris.64 Populasi penduduk di Pulau 

Jawa juga mencapai 60% dari total populasi penduduk nasional, dan 

lebih dari setengah kegiatan ekonomi Indonesia terpusat di pulau ini.65 

Secara umum, masalah yang dihadapi oleh DKI Jakarta dalam 

konteks regional wilayah diakibatkan karena ibu kota tidak hanya 

dijadikan sebagai pusat pemerintahan tetapi juga semua pusat aktivitas 

seperti perdagangan, keuangan, perusahaan, pendidikan, dan industri 

 
63 Lysons, Kate. 2019. “Why is Indonesia moving its capital city? Everything you need to know”. The Guardian. 
Dikutip dari https://www.theguardian.com/world/2019/aug/27/why-is-indonesia-moving-its-capital-city-
everything-you-need-to-know. Diakses pada 6 September 2022, pukul 20:58 WIB. 

64 Clark, James. 2022. “Nusantara – New Capital City of Indonesia”. Future of Southeast Asia. Dikutip dari 
https://futuresoutheastasia.com/nusantara-new-capital-city-of-indonesia/. Diakses pada 6 September 2022, 
pukul 21:11 WIB. 

65 Op. Cit. 
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pengolahan. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya persoalan seperti 

urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan 

khusus dan sosial. Kebutuhan sarana dan prasarana, sumber daya alam 

seperti air bersih, juga meningkat hingga sulit dipenuhi dan 

memperbesar peluang terjadinya kerusakan lingkungan hidup hingga 

bencana seperti gempa dan banjir.66 

Faktor global yang mendorong dilakukannya relokasi ibu kota 

negara Indonesia dan sebagian negara-negara di dunia yaitu adanya isu 

sosial politik dan pertahanan.67 Hal tersebut utamanya terkait dengan 

dinamika geoekonomi dan geopolitik dimasa mendatang dengan 

berefleksi pada situasi global saat ini. Pertama, adanya konflik 

antarnegara yang melibatkan beberapa negara di dunia, yang 

berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, ibu kota 

baru Indonesia telah dirancang sebagai penghubung industri tingkat 

nasional sebagai salah satu upaya dalam merespon kondisi tersebut. 

Kedua, IKN diproyeksikan untuk menjadi kota berkelas dunia dalam 

rangka peningkatan daya saing sehingga Indonesia dapat menjadi kota 

terdepan dunia yang lebih kompetitif dilingkup global dengan tingkat 

efisiensi yang tinggi. Kota kelas dunia memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap jejaring perkotaan di dunia, dan pembangunan IKN mengarah 

pada terpenuhinya kriteria sebagai world class city. Sebagian diantara 

kriteria tersebut adalah arsitektur ikonik, keunikan corak budaya, 

pariwisata unggulan, infrastruktur baik, dan iklim investasi yang kondusif. 

Kota bertaraf internasional juga mendukung lahirnya ide dan inovasi, 

unggul dalam perekonomian tingkat nasional, dan terhubung secara 

global.68 

Ketiga pembangunan IKN menyesuaikan dengan tren global, yaitu 

pembangunan yang berkelanjutan sehingga mendapat respon positif dari 

 
66 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Republik Indonesia. 2021. “Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Ibu Kota Negara”. 
Dikutip dari https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf. Diakses pada 6 
September 2022, pukul 21:15 WIB. 

67 Ibid. 

68 Gatra. 2022. Dikutip dari https://www.gatra.com/news-539906-nasional--ikn-nusantara--manifestasi-kota-
kelas-dunia.html#. Diakses pada 6 September 2022, pukul 21:18 WIB. 
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negara-negara di dunia. Hal tersebut menjadi peluang bagi Indonesia 

untuk bekerja sama dalam investasi dengan lebih banyak negara di 

dunia. Peningkatan kerja sama dengan luar negeri tersebut juga dapat 

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.69 

Dengan demikian IKN berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami 

bahwa DKI Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini tidak dapat dikatakan 

bersifat berkelanjutan dan mampu dipertahankan sebagai ibu kota. Disisi 

lain, perencanaan pembangunan IKN telah dibuat menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman dan pembangunan manusia yang unggul di dunia. 

 
69 Agus, Rustam. 2022. “Identifikasi Minat Investor Global Garap IKN Nusantara. Bisnis Indonesia”. Dikutip dari 
https://bisnisindonesia.id/article/identifikasi-minat-investor-global-garap-ikn-nusantara. Diakses pada 6 
September 2022, pukul 21:27 WIB. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

12. Umum  

Pada Bab III tentang Pembahasan, akan diuraikan secara umum dan 

ringkas perihal kondisi SDM desa di wilayah IKN saat ini, kontribusi SDM desa 

wilayah IKN terhadap rencana pembangunan IKN berkelanjutan, kriteria SDM 

desa di wilayah IKN agar dapat mendukung IKN berkelanjutan, dan upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia desa mendukung pembangunan 

IKN berkelanjutan. Kondisi SDM desa di wilayah IKN digambarkan dengan 

menguraikan data yang mencakup uraian jumlah SDM yang berpendidikan, 

uraian jumlah sekolah dan lembaga belajar lainnya. Hambatan adalah hal 

yang berasal dari dalam (internal) bersifat melemahkan serta dapat menjadi 

penghalang dalam mewujudkan sesuatu.70 Desa di wilayah IKN dituntut untuk 

menghadapi beberapa hambatan dalam mendukung IKN secara 

berkelanjutan, salah satunya adalah kualitas SDM. Pada bagian berikutnya, 

akan diuraikan kualitas SDM desa di wilayah IKN eksisting dan yang 

dibutuhkan rangka dalam mendukung IKN secara berkelanjutan. Pada bagian 

akhir, akan diuraikan upaya-upaya apa saja yang dapat ditempuh guna 

meningkatkan kualitas SDM desa di wilayah IKN sehingga dapat mendukung 

IKN secara berkelanjutan. 

13. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Desa di Wilayah IKN 

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) desa yang berada di wilayah IKN 

saat ini terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat perkembangannya 

menurut status IDM. Ketiga status tersebut yaitu desa mandiri, desa maju, dan 

desa berkembang. IDM secara umum terbagi atas tiga dimensi umum yang 

mencakup dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan hidup. 

Dari 41 desa di wilayah IKN baru tercapai 49% atau 20 desa berstatus mandiri 

 
70 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (n.d.). “Ketahanan Nasional Sebagai Landasan 

Konsepsional”. Dikutip dari http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010 
121500000011160/swf/3389/files/basic-html/page7.html. Diakses pada 7 September 2022, pukul 14:53 WIB. 

http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010%20121500000011160/swf/3389/files/basic-html/page7.html
http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010%20121500000011160/swf/3389/files/basic-html/page7.html
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yang berkemampuan memelihara pembangunan desa secara berkelanjutan. 

Sebesar 51% atau 21 desa berstatus desa maju dan desa berkembang. 

Pertama, desa berkembang atau desa madya adalah desa belum dapat 

mengelola sumber daya dengan baik sehingga kehidupan di desa tersebut 

dapat dikatakan memiliki kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa 

yang belum cukup baik dan masih terdapat penduduk miskin. Jika dilihat dari 

dimensi ekonomi maka desa belum berstatus mandiri, salah satunya karena 

hambatan ekonomi yang belum dapat diatasi. Kesejahteraan jika merujuk 

pada konsep SDM dan SDS/modal sosial dalam pembangunan, dalam 

keterpautan input dan output yang mempengaruhi kesejahteraan individu, 

maka diketahui bahwa SDM dan SDS/modal sosial pada desa berstatus 

berkembang masih cukup rendah. Kesejahteraan individu menyumbang pada 

kesejahteraan ekonomi masyarakat secara kumulatif, yang pada akhirnya 

turut berkontribusi pada PDB nasional. Pada dimensi terakhir, yaitu dimensi 

lingkungan hidup, jika kesejahteraan individu pada desa berstatus 

berkembang masih rendah, dan merujuk pada konsepsi tentang desa 

berkembang, maka dapat diketahui bahwa desa berstatus berkembang belum 

dapat mengelola SDA dengan baik, dan diperburuk dengan kualitas SDM yang 

rendah. 

Kedua, desa dengan status maju atau desa pra-sembada, yaitu desa 

yang sudah memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola sumber daya 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan, maka 

dari sisi dimensi ekonomi desa tersebut sudah mampu memenuhi 

kebutuhannya sendiri. Berdasarkan dimensi sosial dan dimensi lingkungan 

hidup, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan dan mengelola sumber daya 

yang ada di desa, menunjukkan bahwa SDM di desa sudah cukup baik. 

Kemampuan SDM dalam bekerja bertalian dengan pemenuhan kebutuhan diri 

yang mengarah pada kesejahteraan individu, dan kesejahteraan sosial 

kemasyarakatan secara kolektif. Aktivasi dari kemampuan tersebut 

merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif dalam pengambilan peran oleh 

individu maupun kelompok di masyarakat dalam pembangunan. 

Ketiga, desa yang berstatus mandiri atau desa sembada. Desa maju 

merupakan desa yang mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya 
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desa untuk meningkatkan kesejahteraan pada seluruh aspek seperti aspek 

ketahanan sosial, ekonomi, termasuk lingkungan hidup, dan masyarakatnya 

memiliki kualitas hidup yang baik secara berkesinambungan. Dari dimensi 

sosial dan dimensi lingkungan hidup nampak bahwa SDM di desa maju sudah 

mampu mengelola SDA dan menjaga sustainabilitas atau keberlanjutan hidup 

yang baik untuk masyarakat desa dan lingkungan hidup. Pada dimensi 

ekonomi terlihat bahwa hasil pengelolaan yang baik dan indikasi kualitas hidup 

yang baik menunjukkan capaian atas ketahanan ekonomi yang baik pula. 

Dari analisis dan perbandingan ketiga kategori status desa tersebut 

dapat dipahami bahwa pada desa berstatus berkembang memiliki hambatan, 

yaitu kualitas SDM yang rendah. Hal tersebut berdampak langsung terhadap 

kesejahteraan di desa, yakni tingkat kualitas hidup dan tingkat kemiskinan 

masyarakat pada dimensi ekonomi. Selain itu, sumber daya yang tidak 

dikelola dengan baik dapat menyebabkan sejumlah persoalan dimasa 

mendatang sehingga berpotensi menghambat IKN berkelanjutan. 

Desa dengan status maju juga memiliki hambatan tersendiri. Desa 

berstatus desa maju belum memiliki kemampuan untuk mempertahankan 

tingkat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sehingga lebih 

memungkinkan untuk mengalami penurunan status menjadi desa 

berkembang jika mengalami disrupsi. Disrupsi adalah kondisi ketika terjadi 

gangguan pada peristiwa, sistem, atau proses sehingga tidak dapat berjalan 

atau beroperasi secara normal sebagaimana mestinya.71 Jika dibandingkan 

dengan desa mandiri, maka persoalannya adalah kesejahteraan dan kualitas 

hidup yang dicapai belum bersifat berkesinambungan atau bersifat temporer. 

Hal tersebut searah dengan pembangunan secara global, yaitu pembangunan 

yang berorientasi pada masa depan sehingga pembangunan yang terwujud 

mampu bertahan dalam menghadapi segala bentuk TAHG yang akan datang, 

dan dapat dinikmati hingga generasi selanjutnya. 

Berdasarkan pada konsep pembangunan perdesaan, desa berkembang 

memiliki kendala pada (1) kualitas SDM yang rendah, baik fisik, mental 

maupun intelektual; (2) kelembagaan di desa yang tidak memadai serta 

 
71 Collins Dictionary. (n.d.). “Disruption”. Dikutip dari https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ 
disruption. Diakses pada 18 Agustus 2022, pukul 19:55 WIB. 
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infrastruktur yang terbatas; dan (3) persoalan lingkungan hidup, baik karena 

kerusakan, eksploitasi, maupun SDA yang belum dapat diolah secara efektif 

dan efisien. Jika melihat pada kebutuhan pokok dari konsep pembangunan 

perdesaan, maka keberlanjutan hidup manusia dan lingkungan hidup 

merupakan tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Secara lebih 

mendasar, untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan SDM yang 

berkompetensi mewujudkan tujuan pembangunan tersebut secara 

berkelanjutan, karena SDM merupakan fondasi dasar sekaligus modal utama 

dalam pembangunan serta menjadi pihak yang bertanggungjawab untuk 

menyelesaikan seluruh persoalan lingkungan hidup. 

Perubahan ibu kota negara Indonesia merupakan suatu tantangan baru 

sekaligus tuntutan masa depan bagi Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, salah 

satu upaya efektif dalam merespon tantangan tersebut adalah dengan 

meningkatkan kemampuan Bangsa Indonesia, utamanya masyarakat desa di 

wilayah IKN. Keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam merespon tantangan 

tersebut berpengaruh besar terhadap kondisi ketahanan nasional Bangsa 

Indonesia. Jika perpindahan ibu kota negara dapat direspon secara ketepatan, 

maka hal tersebut dapat memperkuat ketahanan nasional Bangsa Indonesia. 

Sebaliknya, jika tantangan tersebut tidak dapat ditangani dengan baik, SDM 

di desa wilayah IKN tidak berhasil meningkatkan kompetensi dan beradaptasi 

dengan situasi dan kondisi yang baru, maka hal tersebut dapat melemahkan 

ketahanan nasional Bangsa Indonesia. 

Implikasi dari ketidakmampuan tersebut, akan menimbulkan persoalan 

pada dimensi sosial seperti disparitas antar kelas sosial yang semakin jauh, 

pada dimensi ekonomi seperti kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan, 

dan pada dimensi lingkungan hidup yaitu pemanfaatan SDA dan pengelolaan 

limbah yang tidak sesuai dengan regulasi sehingga menimbulkan kerugian 

negara yang lebih besar. Oleh sebab itu, hambatan-hambatan tersebut perlu 

ditangani dan diatasi dengan baik sehingga tidak melemahkan masyarakat 

desa dan menghalangi tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui 

pemindahan ibu kota negara. 

Desa dikatakan memiliki kemampuan untuk mendukung IKN jika IDM 

desa berstatus desa mandiri. Desa mandiri merupakan tingkatan status 
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tertinggi dari perkembangan desa. Keseluruhan kemampuan yang dimiliki 

desa mandiri berdasar pada dimensi dan perangkat indikator pada IDM 

selaras dengan proyeksi rancangan pembangunan IKN. Hal tersebut 

menandakan bahwa desa berstatus mandiri mampu beradaptasi dengan 

perubahan pembangunan yang bersifat lebih advance seperti IKN. 

Berbeda halnya dengan desa berstatus maju utamanya pada predikat 

keberlanjutan pembangunan desa. Jika seluruh kondisi desa secara umum 

sudah baik tetapi masa depan dari kondisi tersebut belum dapat dinyatakan 

berkesinambungan, maka terdapat dua kemungkinan yaitu antara kehadiran 

menguatkan atau melemahkan capaian pembangunan desa, dikarenakan 

prospek keberlanjutan pembangunan desa belum dimiliki. Lebih dari itu, untuk 

desa berstatus berkembang yang belum memiliki kemampuan mengelola 

potensi sumber daya desa dengan baik, maka berpeluang besar untuk 

menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan IKN. Hal tersebut 

menandakan bahwa desa berstatus berkembang belum memiliki kemampuan 

untuk mendukung IKN berkelanjutan. 

Dengan demikian, desa-desa eksisting yang saat ini berada di wilayah 

IKN secara umum belum dapat dikategorikan mendukung IKN secara 

berkelanjutan. Pemahaman sederhana dari simpulan tersebut, yaitu bahwa 

komposisi desa mandiri yang memiliki kemampuan sustainabilitas lebih kecil 

jumlahnya jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah desa yang belum 

memiliki kemampuan sustainabilitas. IKN telah dirancang dan dipersiapkan 

sebagai kota berkelanjutan, dan oleh sebab itu memerlukan dukungan dari 

desa yang juga berkelanjutan. Jika desa dalam mengelola dirinya sendiri 

belum mampu untuk bertahan dan berkelanjutan untuk masa depan, maka 

desa akan mengalami hambatan-hambatan dalam mendukung IKN dengan 

konsep pembangunan berkelanjutan. 

14. Kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) Desa di Wilayah IKN 

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pemberdayaan 

masyarakat desa adalah upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

manusia (SDM) agar berkualitas dan produktif sehingga mampu mendukung 
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pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat desa penting untuk 

dilakukan karena masyarakat desa tidak hanya merupakan objek melainkan 

juga subjek pembangunan, untuk mempercepat tingkat pertumbuhan 

kemandirian menuju desa mandiri utamanya pada aspek mata pencaharian, 

produktivitas, dan pendidikan yang mempengaruhi kualitas sumber daya 

manusia (SDM). Jika ditelaah lebih lanjut, hal tersebut juga sesuai dengan 

pilar pembangunan sosial pada SDGs desa yaitu: desa tanpa kemiskinan, 

desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, 

dan keterlibatan perempuan desa.  Selain itu, masyarakat yang berdaya juga 

akan menjadi lebih efektif dalam mendukung pembangunan sekaligus menjadi 

pengawas aktif jalannya pembangunan. 

Identifikasi indikasi desa yang memiliki kemampuan untuk mendukung 

IKN salah satunya dapat dilakukan menggunakan IDM. IDM terdiri dari IKE, 

IKL, dan IKS yang masing-masing memiliki tolok ukur dalam menilai tingkat 

perkembangan desa mengacu pada dimensi dan perangkat indikator tertentu. 

Desa mandiri merupakan desa dengan tingkat perkembangan yang sangat 

baik umumnya memiliki skor IKE, IKL dan IKS yang tinggi. 

a. Dimensi Ekonomi  

Berdasarkan indikator pada komponen Indeks Desa Membangun, 

maka dapat diketahui bahwa kriteria pembangunan desa pada dimensi 

ekonomi diantaranya, yaitu keragaman jenis produksi, pusat pelayanan 

perdagangan, aksesibilitas distribusi logistik, sarana dan prasarana 

ekonomi, lembaga ekonomi dan penyedia jasa keuangan. Masalahnya 

adalah desa yang tidak berstatus desa mandiri kemungkinan besar 

memiliki nilai pada dimensi ekonomi yang kurang. Berarti, ada sebagian 

dari kriteria yang belum dipenuhi. Hal tersebut menandakan bahwa desa 

belum dapat mendukung IKN secara berkelanjutan. Dalam hal 

keragaman jenis produksi, desa perlu mengantisipasi dan 

memproyeksikan, bahwa di masa depan jenis-jenis barang dan jasa apa 

saja yang memiliki permintaan tinggi di IKN. Hal tersebut merupakan 

peluang yang cukup besar bagi desa agar dapat menawarkan komoditas 

hasil produksi lokal. 
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IKN dirancang untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 

nasional salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan, seperti 

pembangunan rumah dan kantor ASN agar kesempatan usaha di 

Provinsi Kalimantan Timur meningkat.  Beberapa isu ekonomi yang 

dipertimbangkan dalam perencanaan IKN diantaranya diversifikasi 

sektor bisnis, peningkatan konektivitas, aksesibilitas, dan infrastruktur.  

Selain itu, ekonomi berbasis industri dari hulu hingga hilir dengan 

melibatkan desa sebagai basis produksi juga dicanangkan.  Oleh sebab 

itu, strategi transformasi ekonomi yang disusun diantaranya dengan 

membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi, 

peningkatan produktivitas berbasis green economy, digital economy, dan 

melakukan integrasi terhadap perekonomian domestik.  

 

b. Dimensi Lingkungan Hidup  

Berdasarkan indikator pada komponen Indeks Desa Membangun, 

maka dapat diketahui bahwa kriteria pembangunan desa pada dimensi 

lingkungan hidup diantaranya, yaitu kualitas lingkungan hidup dan 

potensi rawan bencana serta tanggap bencana. Masalahnya adalah 

desa yang tidak berstatus desa mandiri kemungkinan besar memiliki nilai 

pada dimensi lingkungan yang kurang. Berarti, ada sebagian dari kriteria 

yang belum dipenuhi. Hal tersebut menandakan bahwa desa belum 

dapat mendukung IKN secara berkelanjutan. 

Major project rencana pembangunan pemerintah yang terkait 

dengan IKN adalah inovasi hijau dan pembangunan energi baru 

terbarukan. Inovasi hijau bertujuan untuk mempertahankan Pulau 

Kalimantan sebagai paru-paru dunia, sedang pembangunan energi baru 

terbarukan diperuntukkan mewujudkan terbentuknya lumbung energi 

nasional.  Selain itu, IKN juga dirancang untuk memiliki tata ruang yang 

lebih baik, manajemen risiko bencana dan sistem mitigasi bencana, 

ketahanan terhadap perubahan iklim, menurunkan laju deforestasi 

hutan, dan memberlakukan moratorium lahan gambut. 

 

 



37 
 

 
 

c. Dimensi Modal Sosial 

Berdasarkan indikator pada komponen Indeks Desa Membangun, 

maka dapat diketahui bahwa kriteria pembangunan desa pada dimensi 

sosial diantaranya, yaitu solidaritas sosial, toleransi, rasa aman 

penduduk, kesejahteraan sosial, akses pendidikan dan pengetahuan, 

dan akses ke informasi dan komunikasi. Masalahnya adalah desa yang 

tidak berstatus desa mandiri kemungkinan besar memiliki nilai pada 

dimensi sosial yang kurang. Berarti, ada sebagian dari kriteria yang 

belum dipenuhi. Hal tersebut menandakan bahwa desa belum dapat 

mendukung IKN secara berkelanjutan. 

Dalam hal kohesi sosial, potensi konflik antarmasyarakat di desa 

perlu diinventarisir dan dibuat skema antisipasi implementatif guna 

meningkatkan solidaritas sosial dan toleransi. Sama halnya dengan 

potensi tindak kriminal di desa perlu dipetakan dan dibuat perencanaan 

tindak preventif guna meningkatkan rasa aman ditengah masyarakat. 

Penyandang masalah kesejahteraan sosial juga perlu didata 

dengan baik dan dibuatkan mekanisme penyelesaian persoalan. 

Seyogyanya, masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan dan memanfaatkan stimulus dari pemerintah. Selain itu, pada 

prinsipnya, agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan di desa untuk mendukung IKN berkelanjutan, maka 

penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu ditangani terlebih dulu. 

Hal tersebut penting agar para penyandang masalah kesejahteraan 

sosial terkendali dan teratasi sehingga kondusifitas IKN tetap terjaga. 

Masyarakat di desa mandiri umumnya memiliki produktivitas yang 

tinggi dan semangat juang untuk kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut 

membuat partisipasi masyarakat di desa menguat baik dari aspek 

ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, masyarakat juga memiliki 

kepedulian yang besar terhadap pembangunan dan pemberdayaan 

desa.  Berdasarkan karakteristik masyarakat di desa mandiri, maka 

memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan memanfaatkan 

stimulus dari pemerintah. Pembangunan desa mandiri dilakukan secara 
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transparan, akuntabel dan memiliki perencanaan yang mendetail serta 

didukung oleh partisipasi masyarakat yang tinggi.  

Indeks ketahanan sosial pada dimensi modal sosial di desa mandiri 

merupakan hasil dari pembangunan solidaritas sosial diantaranya 

dengan kebiasaan gotong royong, yang memiliki toleransi yang tinggi 

terhadap perbedaan baik dalam hal keyakinan beragama maupun 

penggunaan bahasa sehari-hari yang variatif. Hal tersebut mendukung 

terciptanya rasa aman yang diperkuat dengan tersedianya pos 

keamanan dan sistem keamanan yang baik sehingga kriminalitas dan 

konflik di desa rendah. 

 

Dukungan terhadap IKN secara berkelanjutan hanya dapat dilakukan 

oleh desa yang sudah berstatus berkelanjutan. Diantara modal produksi 

ekonomi dan pembangunan suatu negara, yang paling utama adalah SDM 

yang akan mengorganisir kehidupan bermasyarakat (SDS/modal sosial) dan 

mengelola SDA. SDA terbagi atas SDA yang dapat diperbarui dan yang tidak 

dapat diperbarui, sedang SDS/modal sosial yang tidak terorganisir dengan 

baik akan menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan dalam kehidupan 

sosial, politik, ekonomi, serta keamanan nasional. Oleh sebab itu, SDM 

memegang peran sentral yang dituntut mampu untuk mengelola SDA secara 

bertanggung jawab agar berkelanjutan hingga masa yang akan datang, serta 

mengorganisir SDS/modal sosial dengan menggali potensi dan menyatukan 

kekuatan untuk pembangunan nasional. 

Ketika SDM mengalami peningkatan dalam hal kualitas dan kuantitas, 

maka hal tersebut juga berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi 

pengelolaan SDA dan perorganisasian SDS/modal sosial. Oleh sebab itu, 

pendapatan/income dari kegiatan ekonomi yang turut menyumbang pada PDB 

nasional juga akan meningkat sehingga kehidupan bangsa dan negara lebih 

sejahtera. Dengan demikian, secara konseptual, desa yang dapat mendukung 

IKN secara berkelanjutan adalah desa yang utamanya memiliki SDM yang 

berkualitas baik karena akan berpengaruh terhadap kondisi sosial dan kondisi 

lingkungan hidup. 
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Sehubungan dengan hal itu, sebagian desa saat ini tengah 

mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan untuk dapat mengurangi 

kesenjangan dan beradaptasi dengan kemajuan IKN. Utamanya adalah 

peningkatan kualitas SDM di desa dengan pembekalan beberapa 

keterampilan terapan yang selaras dengan arah pembangunan IKN. Seperti 

di Desa Semoi Dua, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara 

yang aktif bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan pihak ketiga 

dalam penyelenggaraan pelatihan menjahit, pengelasan, dan budidaya ikan 

air tawar di BLK Balikpapan.72 Selain itu, desa tersebut juga sedang 

membangun berbagai objek wisata dengan konsep ekowisata agar 

berkelanjutan.73 

Desa Semoi Dua merupakan desa dengan kategori status 

perkembangan desa maju sudah memiliki kesadaran dan partisipasi aktif 

masyarakat yang tinggi untuk berkontribusi secara signifikan terhadap IKN 

agar berkelanjutan. SDM di Desa Semoi Dua didorong untuk meningkatkan 

produktivitas dengan keahlian dan kecakapan tertentu sehingga tercapai 

kesejahteraan sebagai individu. Selain itu lembaga desa memfasilitasi dan 

sangat mendukung masyarakat desa untuk mengembangkan potensi diri. 

Langkah strategis yang diambil oleh pemerintah desa dan sambutan baik dari 

masyarakat desa sudah menunjukkan bahwa Desa Semoi Dua menerapkan 

konsep sustainabilitas yaitu pada kebiasaan hidup yang bersifat jangka 

panjang dan berpikiran terbuka untuk menerima dan bersiap dalam 

menghadapi perubahan, yakni kehadiran IKN di wilayah mereka. Secara lebih 

spesifik, Desa Semoi Dua telah mengambil langkah preventif untuk menjaga 

keberlanjutan sosial sehingga masyarakat desa dapat terhindar dari 

kemiskinan ketika kelak IKN telah sepenuhnya terlaksana. Selanjutnya, 

tercapainya kesejahteraan individu di Desa Semoi Dua akan berkontribusi 

 
72 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara. 2021. “Desa Semoi 

Tingkatkan Keterampilan Sambut IKN”. Dikutip dari https://dpmd.penajamkab.go.id/desa-semoi-tingkatkan-
keterampilan-sambut-ikn.html. Diakses pada 8 September 2022, pukul 18:22 WIB. 

73 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara. 2021. Desa Semoi Dua Tata 

Objek Wisata Sambut IKN. Dikutip https://dpmd.penajamkab.go.id/desa-semoi-dua-tata-objek-wisata-sambut-
ikn.html. Diakses pada 8 September 2022. 

https://dpmd.penajamkab.go.id/desa-semoi-tingkatkan-keterampilan-sambut-ikn.html
https://dpmd.penajamkab.go.id/desa-semoi-tingkatkan-keterampilan-sambut-ikn.html
https://dpmd.penajamkab.go.id/desa-semoi-dua-tata-objek-wisata-sambut-ikn.html
https://dpmd.penajamkab.go.id/desa-semoi-dua-tata-objek-wisata-sambut-ikn.html
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pada kesejahteraan ekonomi penduduk IKN secara umum yang pada akhirnya 

menyumbang pada PDB nasional. 

Desa Semoi Dua merupakan desa yang berstatus maju berdasarkan 

IDM. Jika Desa Semoi Dua yang berstatus maju sudah mempersiapkan diri 

dalam rangka perpindahan ibu kota negara, maka umumnya desa yang 

berstatus mandiri memiliki probabilitas besar untuk lebih produktif baik secara 

sosial maupun secara ekonomi sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat 

lebih tinggi serta bersifat berkelanjutan. Selain Desa Semoi Dua, Desa Tengin 

Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang berstatus 

mandiri juga melakukan peningkatan kapasitas SDM, yaitu pelatihan 

komputer.74 Jenis pelatihan SDM utamanya perlu menyesuaikan dengan 

kebutuhan IKN di lapangan dan arah pembangunan IKN, yaitu dalam bentuk 

pelatihan dan pengembangan SDM yang dipilih, dimana desa mandiri 

cenderung mendorong SDM yang mampu berkembang di era digital dan 

bersaing secara global. 

Hal ini bukan berarti bahwa Desa Semoi Dua memiliki daya saing yang 

tidak lebih baik, perbandingan melalui contoh tersebut hendak menguatkan 

status aktual desa sesuai dengan perkembangan pada hingga tahun ini 

(2022). Desa berstatus mandiri memiliki kecenderungan untuk lebih siap 

menghadapi persaingan global secara berkelanjutan, dibandingkan dengan 

desa berstatus maju. Desa berstatus maju, melalui pelatihan tersebut, pada 

dasarnya cukup baik dalam hal peningkatan produktivitas yang mendorong 

ketahanan ekonomi, tetapi tidak secara berkelanjutan. 

Kemampuan mengoperasikan komputer merupakan keahlian yang 

menjadi tuntutan SDM abad ke-21 secara global. Berbeda halnya dengan 

kemampuan menjahit, pengelasan, dan budidaya ikan air tawar yang 

cenderung memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu regional. 

Kemampuan komputer dapat digunakan diberbagai tempat diseluruh penjuru 

dunia, sedangkan kemampuan menjahit, pengelasan, dan budidaya ikan air 

tawar memiliki peluang yang lebih sempit. Oleh sebab itu, dari sisi pemilihan 

 
74 Ibu Kota Negara. 2022. “Warga IKN Diberi Pelatihan Komputer hingga Pertukangan untuk Tingkatkan SDM 

oleh Pemerintah Pusat”. Dikutip dari https://www.ikn.go.id/en/warga-ikn-diberi-pelatihan-komputer-hingga-
pertukangan-untuk-tingkatkan-sdm-oleh-pemerintah-pusat. Diakses pada 8 September 2022, pukul 21:22 WIB. 

https://www.ikn.go.id/en/warga-ikn-diberi-pelatihan-komputer-hingga-pertukangan-untuk-tingkatkan-sdm-oleh-pemerintah-pusat
https://www.ikn.go.id/en/warga-ikn-diberi-pelatihan-komputer-hingga-pertukangan-untuk-tingkatkan-sdm-oleh-pemerintah-pusat
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jenis pelatihan sudah menunjukkan bahwa Desa Tengin Baru yang berstatus 

desa mandiri terbukti lebih bersifat futuristik, dalam arti berkelanjutan dan 

dapat tetap mempertahankan eksistensi dimasa depan, utamanya dalam 

konteks SDM di desa. 

Dalam konteks persaingan global, kualitas SDM merupakan kunci utama 

dari keberhasilan desa mendukung IKN secara berkelanjutan. Hal tersebut 

karena SDM yang unggul merupakan modal produksi ekonomi yang baik. 

Selain itu, SDM merupakan subjek yang bertanggung jawab untuk mengelola 

SDS/modal sosial dan SDA agar bermanfaat bagi masyarakat luas dan 

mendukung pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan sesuai dengan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. SDM yang berkualitas merupakan 

modal utama dalam pembangunan, dan oleh sebab itu SDM perlu dikelola 

salah satunya dengan pembekalan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

sehingga terbentuk SDM yang mandiri, berkompetensi tinggi dan andal. 

Kemandirian suatu bangsa berawal dari SDM yang mandiri terlebih dulu 

sebagai salah satu komposisi dasar berdirinya suatu bangsa. SDM unggulan 

dapat menjadi kekuatan bagi bangsa melalui dukungan terhadap pemerintah 

secara penuh dan partisipasi aktif dalam memanfaatkan segala bentuk 

peluang. Dengan demikian, maka TAHG yang ada dapat diatas dan dilalui 

dengan baik serta ketahanan nasional dapat meningkat.  

Ketahanan nasional tidak dapat dicapai tanpa adanya kesatuan dan 

persatuan yang solid antara pemerintah sebagai pemimpin dan masyarakat 

sebagai yang dipimpin. Temporalitas pada ketahanan nasional sesuai dengan 

konteks IKN sebagai tantangan bagi Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, 

pembangunan manusia dalam rangka peningkatan kualitas SDM di desa 

untuk mendukung IKN secara berkelanjutan memerlukan kerja sama seluruh 

pihak secara integral dan komprehensif. Berdasarkan ruang lingkup 

pembinaan ketahanan nasional, maka SDM yang unggul merupakan langkah 

awal dalam perwujudan ketahanan nasional. 

Pembangunan manusia atau SDM dalam konteks modal produksi 

ekonomi merupakan dimensi yang secara spesifik disorot dalam kertas karya 

perorangan ini. Hal tersebut berguna untuk: (1) mendukung akuntabilitas baik 

secara ilmu pengetahuan maupun rujukan fakta dilapangan secara aktual; (2) 
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menyusun metode dan pendekatan dalam peningkatan SDM desa di wilayah 

IKN; dan (3) mengontrol output yang ingin dihasilkan.75 Bahwa secara 

konseptual dalam perspektif antroposentrisme, memandang manusia sebagai 

entitas sentral yang paling signifikan di dunia.76 Oleh sebab itu pembangunan 

manusia perlu diutamakan. 

Selain itu, berdasarkan fakta dilapangan penyediaan pendidikan dan 

pelatihan masyarakat desa masih bersifat variatif dan belum ada tolok ukur 

yang tervalidasi. Tolok ukur tersebut dibutuhkan guna menyelaraskan arah 

dan tujuan, target output, dan bentuk-bentuk pendidikan dan pelatihan yang 

tersedia serta memudahkan monitoring dan evaluasi. Lebih dari itu, dalam 

durasi yang tergolong singkat, yaitu hanya satu sampai dua tahun waktu 

tersisa sebelum IKN terbentuk dan peralihan dari pemerintahan desa menjadi 

pemerintah ibu kota otorita secara administratif. 

IKN merupakan pemerintahan daerah khusus yang dipimpin oleh kepala 

otorita setingkat menteri dengan bentuk pemerintahan setingkat provinsi. 

Pemerintah IKN juga memiliki kewenangan untuk mempercepat proses 

pembangunan. Pembangunan yang dimaksud, yaitu untuk mewujudkan IKN 

sebagai superhub ekonomi level nasional, dan melakukan inovasi hijau serta 

pembangunan energi baru terbarukan. Selain itu, pembangunan yang 

dimaksud tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga pembangunan manusia. 

Bahwa, masyarakat desa yang bertempat tinggal di wilayah IKN saat ini juga 

akan diberikan pembekalan dengan beragam pelatihan yang dibutuhkan 

selaras dengan pembangunan IKN. 

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap perbandingan desa maju dan 

desa mandiri diatas, pembangunan SDM di desa pada wilayah IKN perlu 

diprioritaskan, disamping persiapan pembangunan ekonomi dan lingkungan 

hidup. Hal tersebut penting agar SDM desa eksisting di wilayah IKN tidak 

tergeser atau bahkan tersisih akibat perpindahan ibu kota negara. SDM 

pendatang yang akan menempati dan mengoperasikan IKN sudah dipilih dan 

disesuaikan berdasarkan kebutuhan IKN sebagai kota berkelas dunia. Selain 

 
75 Alkire, Sabina. 2002. “Dimensions of Human Development. In: World Development”. Amsterdam: Elsevier.  

76 Boslaugh, Sarah E. 2013. “Anthropocentrism”. Britanica. Dikutip dari 

https://www.britannica.com/topic/anthropocentrism. Diakses pada 9 September 2022, pukul 09:33 WIB. 
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itu, progres perpindahan ibu kota negara yang semakin dekat, dan oleh sebab 

itu, maka dibutuhkan percepatan dalam pendidikan dan pelatihan 

keterampilan bagi masyarakat desa utamanya pada 21 desa yang belum 

mencapai status mandiri. Menyesuaikan dengan IKN, maka jenis pendidikan 

dan pelatihan keterampilan pun perlu selaras dengan kebutuhan IKN kedepan. 

Sebagai catatan, hingga saat ini, dukungan regulasi yang tersedia untuk 

mendukung pembangunan manusia dalam konteks perpindahan ibu kota 

negara terdapat pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota 

Negara dan kebijakan pada masing-masing desa dan kabupaten. 

15. Kontribusi Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Terhadap IKN Yang 

Berkelanjutan  

a. Kontribusi SDM Dalam Dimensi Ekonomi 

Berdasarkan indikator pada komponen Indeks Desa Membangun, 

maka dapat diketahui bahwa kriteria pembangunan desa pada dimensi 

ekonomi diantaranya, yaitu keragaman jenis produksi, pusat pelayanan 

perdagangan, aksesibilitas distribusi logistik, sarana dan prasarana 

ekonomi, lembaga ekonomi dan penyedia jasa keuangan. Masalahnya 

adalah desa yang tidak berstatus desa mandiri kemungkinan besar 

memiliki nilai pada dimensi ekonomi yang kurang. Berarti, ada sebagian 

dari kriteria yang belum dipenuhi. Hal tersebut menandakan bahwa desa 

belum dapat mendukung IKN secara berkelanjutan. Dalam hal 

keragaman jenis produksi, desa perlu mengantisipasi dan 

memproyeksikan, bahwa di masa depan jenis-jenis barang dan jasa apa 

saja yang memiliki permintaan tinggi di IKN. Hal tersebut merupakan 

peluang yang cukup besar bagi desa agar dapat menawarkan komoditas 

hasil produksi lokal. 

Mengerucut pada SDM di desa, maka peningkatan kualitas SDM di 

desa dalam hal keterampilan kerja teknis dan pelayanan untuk bidang 

jasa perlu ditingkatkan. Dalam industri barang, maka kemampuan untuk 

memproduksi dan mengembangkan produk unggulan perlu ditingkatkan. 

Hal tersebut dapat didorong dengan penggunaan teknologi tepat guna. 
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Masyarakat di desa dapat terlibat secara aktif berpartisipasi untuk 

menyusun skema usaha/bisnis dari hulu hingga hilir. Pada bagian hilir, 

agar pemerintah desa mengarahkan masyarakat untuk menyasar pada 

pemanfaatan hasil produksi masyarakat dalam mendukung dan 

memenuhi kebutuhan IKN jangka panjang dan berkelanjutan. Oleh 

sebab itu, pemerintah desa juga perlu menyampaikan hasil proyeksi 

kebutuhan barang dan jasa IKN yang dapat dipenuhi oleh masyarakat 

desa serta selaras dengan produk unggulan desa. 

Dengan demikian, pada dimensi ekonomi masyarakat di desa 

dapat diberdayakan untuk pengembangan jenis produksi baik barang 

dan jasa terutama yang menjadi produk unggulan dari hulu hingga hilir. 

Selain itu, juga diberikan pendidikan serta pelatihan untuk 

mengkreasikan produk dari usaha industri ekstraktif agar memiliki nilai 

tambah. Pada prinsipnya, berdasarkan konsep pembangunan 

partisipatif, masyarakat berpotensi untuk memiliki kemandirian sehingga 

dapat mengungkit pembangunan di desa dalam rangka mendukung IKN 

berkelanjutan. 

 

b. Kontribusi SDM Dalam Dimensi Lingkungan Hidup 

Berdasarkan indikator pada komponen Indeks Desa Membangun, 

maka dapat diketahui bahwa kriteria pembangunan desa pada dimensi 

lingkungan hidup diantaranya, yaitu kualitas lingkungan hidup dan 

potensi rawan bencana serta tanggap bencana. Masalahnya adalah 

desa yang tidak berstatus desa mandiri kemungkinan besar memiliki nilai 

pada dimensi lingkungan yang kurang. Berarti, ada sebagian dari kriteria 

yang belum dipenuhi. Hal tersebut menandakan bahwa desa belum 

dapat mendukung IKN secara berkelanjutan. 

Dalam hal kualitas lingkungan hidup, kondisi air dan udara di desa 

merupakan hal penting yang perlu dijaga dan dirawat. Hal itu 

berhubungan dengan major project rencana pembangunan pemerintah 

yang terkait dengan IKN adalah inovasi hijau dan pembangunan energi 

baru terbarukan. Inovasi hijau bertujuan untuk mempertahankan Pulau 

Kalimantan sebagai paru-paru dunia, sedang pembangunan energi baru 
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terbarukan diperuntukkan mewujudkan terbentuknya lumbung energi 

nasional. 

Untuk potensi rawan bencana dan tanggap bencana, melalui 

pendekatan pembangunan partisipatif, pelibatan masyarakat terletak 

pada pemahaman dan kemampuan mitigasi bencana. Sebagai 

masyarakat di desa pada wilayah IKN, masyarakat merupakan pihak 

yang paling memahami kondisi lingkungan tempat tinggal setempat. 

Oleh sebab itu, masyarakat di desa perlu dididik dan dilatih secara teknis 

tentang migisi kebencanaan. Disisi lain, pemerintah perlu memiliki 

manajemen risiko bencana yang dikelola secara baik. Dampak tidak 

langsung dari pendidikan dan pelatihan teknis mitigasi bencana dan 

tindak pemeliharaan lingkungan hidup terhadap IKN berkelanjutan 

adalah kualitas lingkungan hidup IKN terjaga, dapat mengurangi risiko 

dan dampak kerugian moril maupun materil jika sewaktu-waktu terjadi 

bencana. 

 

c. Kontribusi SDM Dalam Dimensi Sosial 

Berdasarkan indikator pada komponen Indeks Desa Membangun, 

maka dapat diketahui bahwa kriteria pembangunan desa pada dimensi 

sosial diantaranya, yaitu solidaritas sosial, toleransi, rasa aman 

penduduk, kesejahteraan sosial, akses pendidikan dan pengetahuan, 

dan akses ke informasi dan komunikasi. Masalahnya adalah desa yang 

tidak berstatus desa mandiri kemungkinan besar memiliki nilai pada 

dimensi sosial yang kurang. Berarti, ada sebagian dari kriteria yang 

belum dipenuhi. Hal tersebut menandakan bahwa desa belum dapat 

mendukung IKN secara berkelanjutan. 

Dalam hal kohesi sosial, potensi konflik antarmasyarakat di desa 

perlu diinventarisir dan dibuat skema antisipasi implementatif guna 

meningkatkan solidaritas sosial dan toleransi. Sama halnya dengan 

potensi tindak kriminal di desa perlu dipetakan dan dibuat perencanaan 

tindak preventif guna meningkatkan rasa aman ditengah masyarakat. 

Penyandang masalah kesejahteraan sosial juga perlu didata 

dengan baik dan dibuatkan mekanisme penyelesaian persoalan. 
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Seyogyanya, masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan dan memanfaatkan stimulus dari pemerintah. Selain itu, pada 

prinsipnya, agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan di desa untuk mendukung IKN berkelanjutan, maka 

penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu ditangani terlebih dulu. 

Hal tersebut penting agar para penyandang masalah kesejahteraan 

sosial terkendali dan teratasi sehingga kondusifitas IKN tetap terjaga. 

Dengan demikian, dalam dimensi sosial masyarakat di desa dapat 

berkontribusi terhadap IKN berkelanjutan apabila masyarakat didorong 

untuk memupuk rasa solidaritas sosial dan toleransi, kesejahteraan 

masyarakat utamanya pada level individu terjaga, dan penyandang 

masalah kesejahteraan sosial tertangani dengan baik. 

Pada dimensi sosial, masyarakat di desa condong berperan 

sebagai objek pembangunan dengan target keluaran yaitu kemampuan 

untuk beraktivitas seperti belajar dan bekerja dalam situasi dan kondisi 

yang kondusif. Pada dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan hidup, 

masyarakat condong berperan sebagai subjek dari pembangunan di 

desa, yaitu melalui partisipasi aktif setelah diberikan pendidikan dan 

pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan IKN di masa 

mendatang. 

16. Upaya Peningkatan Kualitas SDM Desa Untuk Mendukung Pembangunan 

IKN Berkelanjutan 

Mengacu pada situasi terkini dari proses pemindahan ibu kota negara 

dan tindak lanjut pemerintah daerah, maka diperlukan langkah-langkah yang 

lebih terarah dan terkoordinir sebagai upaya peningkatan kualitas SDM desa 

eksisting di wilayah IKN agar mampu mendukung IKN secara berkelanjutan 

dalam jangka panjang. Adapun upaya tersebut memerlukan suatu kerangka 

pikir dasar agar pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas SDM 

desa menjadi lebih terarah baik yang terbagi atas formil dan materil.77 Adapun 

upaya upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

 
77 Merujuk pada Aristoteles, matter atau materi adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sedang form 

atau forma adalah unsur-unsur yang menyusun dalam konteks mengorganisir unsur-unsur pembentuk sesuatu. 
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a. Upaya Secara Formil  

1) Membangun Rencana Dasar Pembangunan SDM di Wilayah 

IKN 

Diperlukan suatu dasar rujukan yang menjadi acuan. Dasar 

acuan tersebut dapat berupa regulasi kebijakan dan/atau dokumen 

perencanaan pemerintah dalam pembangunan IKN secara umum. 

Dasar acuan tersebut berguna bagi pemerintah kabupaten hingga 

desa untuk membuat regulasi kebijakan yang lebih detil pada level 

berdasarkan prinsip dasar pembangunan SDM yang tercantum di 

dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota 

Negara yang bersifat integral, komprehensif dan berkelanjutan. Hal 

tersebut berguna agar pembangunan SDM menjadi lebih terarah 

dan sesuai kebutuhan saat ini. Selain itu, pembangunan SDM dapat 

dilakukan oleh berbagai pihak, tidak hanya pemerintah baik pusat 

maupun daerah, tetapi juga masyarakat secara luas dan mandiri.  

Kendati dasar acuan yang diperlukan umumnya berasal dari 

pemerintah pusat atau bersifat top-down, namun pendekatan yang 

digunakan dalam pelaksanaannya berbasis pembangunan 

manusia yang bersifat bottom-up. Pada bagian ini partisipasi aktif 

masyarakat untuk melihat situasi dan kondisi serta menganalisis 

peluang kontributif diperlukan. Selain itu, pemerintah daerah dan 

para pemimpin regional di masyarakat juga perlu mendorong 

masyarakat untuk bergerak secara aktif dalam upaya peningkatan 

kualitas diri individu. 

Setiap upaya pembangunan manusia perlu dilakukan melalui 

strategi tertentu, yakni suatu mekanisme komprehensif dan integral 

mencakup gagasan tentang kualitas SDM yang ingin diwujudkan, 

perencanaan yang lengkap dengan jangka waktu tertentu, dan 

eksekusi yang membuka kesempatan bagi seluruh elemen di 

 
Sebagai contoh, batu bata merupakan unsur-unsur pembentuk sesuatu, sedang, tembok adalah bentuk dari 
sesuatu yang memiliki fungsi tertentu. Batu bata tidak akan berfungsi maksimal secara efektif dan efisien serta 
memiliki nilai guna tertentu jika tidak dibentuk menjadi sesuatu, seperti dinding. Sumber: Lotha, Gloria. (Ed.). 
2020. Form. Britanica. Dikutip dari https://www.britannica.com/topic/form-philosophy. Diakses pada 9 
September 2022, pukul 10:17 WIB. 

https://www.britannica.com/topic/form-philosophy
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masyarakat untuk berkontribusi. Penyusunan strategi tersebut, 

berdasarkan konsep pembangunan partisipatif, utamanya 

dilakukan oleh masyarakat desa setempat. Hal tersebut berguna 

untuk menumbuhkan kemandirian dalam diri masyarakat. Pada 

poin ini diperlukan penyelarasan antara kebutuhan SDM IKN dan 

potensi SDM desa untuk berkembang. Setelah kebutuhan 

teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi 

kendala yang dihadapi dalam lingkup regional masyarakat desa 

setempat. Pengorganisasian oleh pemerintah daerah dan 

pemimpin regional masyarakat diperlukan pada proses ini. 

Pengarusutamaan prinsip regional penting untuk dilakukan karena 

hanya masyarakat desa setempat yang mengetahui kondisi faktual 

dilapangan dalam hal potensi, kendala dan kebutuhan masyarakat 

desa. Hal tersebut juga merupakan suatu kesempatan yang baik 

bagi masyarakat desa untuk melatih kemandirian. 

Secara umum, jika digambarkan tentang perpindahan lokasi 

ibu kota negara, maka secara keseluruhan akan ada suatu 

perubahan besar yang dialami oleh masyarakat desa setempat. 

Sebagian masyarakat desa, dapat tetap tinggal, sebagian lain akan 

berpindah menyesuaikan arahan pemerintah dan kemampuan 

masyarakat desa itu sendiri. Kecakapan individu merupakan hal 

yang penting karena bersifat intrinsik di dalam diri masing-masing 

individu, baik masyarakat desa yang menetap maupun berpindah. 

Gagasan pembangunan manusia ditujukan guna mengurangi 

kesenjangan eksisting dan sebagai upaya pencegahan 

kesenjangan yang lebih besar. Oleh sebab itu, partisipasi aktif 

masyarakat desa sangat diperlukan untuk mencapai tujuan 

peningkatan kualitas SDM. 

Tantangan dalam penyusunan dasar acuan beserta 

turunannya pada level regional tertentu adalah sempitnya waktu 

yang dapat digunakan. Berkaca dari proses penyusunan beberapa 

regulasi, terdapat dua kelemahan pada tiap-tiap kurun waktu. 

Pertama, penyusunan dalam waktu singkat memiliki kelemahan 
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pada dukungan naskah akademik. Kedua penyusunan dalam 

waktu panjang memiliki kelemahan pada kebutuhan 

pengimplementasian dari kebijakan tersebut. 

 

2) Pemetaan Kondisi SDM di Desa Eksisting dan Kebutuhan SDM 

IKN Berkelanjutan 

Setelah dasar acuan terbentuk dan tersosialisasikan, maka 

seiring dengan pembangunan IKN, perlu dilakukan pendataan 

secara sistematik, dan terstruktur. Pendataan tersebut berguna 

untuk memetakan kebutuhan SDM di wilayah IKN dan memetakan 

kondisi eksisting SDM desa eksisting di wilayah IKN. Kedua hasil 

pemetaan tersebut kemudian dapat disandingkan antara satu sama 

lain. Hal tersebut berguna untuk memberikan gambaran tentang 

disparitas antara kondisi faktual lapangan saat ini dan gambaran 

tentang kualitas SDM ideal yang perlu dimiliki oleh seluruh 

masyarakat yang kelak akan bermukim di wilayah IKN. Gambaran 

tersebut perlu dibuat secara terperinci, utamanya mencakup tiga 

dimensi utama dalam pembangunan berkelanjutan yaitu, dimensi 

sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi lingkungan hidup. 

Pemetaan kondisi eksisting SDM desa di wilayah IKN saat ini 

perlu dilengkapi dengan informasi detil sampai dengan by name by 

address. Hal tersebut berguna untuk memastikan bahwa sasaran 

sekaligus subjek pembangunan seluruhnya terdata. Sebagai 

referensi, pemetaan pembangunan manusia di desa dapat 

menggunakan pola umum merujuk pada United Nation 

Development Programme (UNDP) dan atau dimodifikasi sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan nasional dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun skema 

Human Development Index (HDI UNDP) terlampir pada Tabel V.  

Poin-poin yang tercantum dalam pengukuran indeks 

pembangunan manusia bersifat sederhana namun sudah cukup 

komprehensif. Kendati demikian, hal tersebut dapat dilengkapi 

dengan data keahlian (hard skill dan soft skill) yang sudah dikuasai 
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dan ingin dikuasai, capaian profesional, akademis, dan personal. 

Data-data tersebut merupakan informasi yang umum dan diketahui 

secara global untuk menilai kualitas individu. Identifikasi dan 

pemetaan dalam pendataan perlu dilakukan secara hati-hati dan 

berkesesuaian dengan kondisi di lapangan serta kebutuhan 

kedepan. Hal tersebut menghasilkan output yang maksimal dan 

bermanfaat secara luas. 

 

3) Membangun Rencana Dasar Pembangunan SDM di Wilayah 

IKN 

Setelah dasar acuan dan pemetaan kondisi eksisting SDM 

dan identifikasi kebutuhan SDM IKN tersedia, maka perencanaan 

pembangunan SDM dapat disusun. Pembangunan SDM dengan 

cakupannya yang luas tentu tidak dapat dilakukan dan bukan hanya 

tanggung jawab sebagian instansi atau lembaga. Oleh sebab itu, 

identifikasi selanjutnya yang perlu dilakukan adalah identifikasi 

stakeholder atau para pemangku kepentingan beserta dengan 

peranannya dalam rangka mendukung pembangunan SDM desa di 

wilayah IKN. 

Jika dibagi menjadi identifikasi pusat dan daerah, maka pada 

level pemerintah pusat pemangku kepentingan yang akan terlibat 

diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan, dan kementerian dibawahnya 

Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset 

dan Teknologi; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; 

Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan 

Badan Riset dan Inovasi Nasional. 

Pada level pemerintah daerah, maka pemangku kepentingan 

yang akan terlibat diantaranya adalah pemerintah kabupaten, 

pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa setempat. 

Pemerintah desa setempat berkewajiban untuk membangun 
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komunikasi dan relasi yang baik dengan masyarakat untuk 

mengkoordinir dan menjadi pemimpin regional yang representatif. 

Kembali mengacu pada pendekatan efektif yang digunakan dalam 

pembangunan manusia, maka pembangunan partisipatif yang 

berasal dari gerak aktif masyarakat desa sangat penting dan 

diutamakan. 

Sebagai contoh, pada level kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai 

Kartanegara perencanaan pada ruang lingkup penyiapan SDM 

regional pada bidang sosial, budaya dan kependudukan untuk 

membuka kesempatan masyarakat berkembang dengan berbekal 

keterampilan dan kemampuan manajemen konflik telah tersedia.78 

Meski demikian hal tersebut disusun dengan melibatkan antara 

KemenPPN/Bappenas dengan Bappeda Kabupaten Kutai 

Kartanegara. Langkah-langkah strategis perlu diuraikan secara 

komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan di pusat dan di 

daerah, utamanya masyarakat desa. 

Untuk mendukung IKN, maka pendidikan dan pelatihan SDM 

desa merupakan kekuatan utama dalam mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan. Secara umum, pendidikan dan 

pelatihan bersifat eksponensial. Itu berarti bahwa hal tersebut 

memerlukan waktu dalam pengembangan dan 

pengimplementasiannya. Pendidikan dan pelatihan masyarakat 

desa merupakan hal yang paling penting dalam mengembangkan 

perekonomian nasional. Pembangunan berkelanjutan memiliki 

tujuan utama salah satunya yaitu membentuk SDM sebagai modal 

produksi ekonomi yang inovatif terhadap persoalan baik regional 

maupun global. Kemampuan untuk berinovasi dan menyelesaikan 

persoalan tersebut hanya datang dan dapat dilakukan oleh SDM 

yang berpendidikan dan dilatih secara profesional. Lebih dari itu, 

 
78 Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2022. “Pokok-Pokok Perkembangan Persiapan 

Pembangunan Ikn Dan Kesiapan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Pembangunan Ibu Kota 
Nusantara”. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dikutip dari 
https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/February2022/320SoiPpb1f9EGFyTBf3.pdf. Diakses 
pada 8 September 2022, pukul 19:02 WIB. 

https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-paparans/February2022/320SoiPpb1f9EGFyTBf3.pdf
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SDM yang berkualitas tinggi, unggul dan berdaya saing mendukung 

peningkatan kualitas hidup pada masa kini dan masa yang akan 

datang. 

Partisipasi aktif masyarakat turut menentukan keberhasilan 

suatu pembangunan perdesaan, sebagai indikator pembangunan 

yang berhasil adalah tinggi atau rendahnya tingkat inklusifitas, yaitu 

pelibatan masyarakat secara luas.  Upaya yang dilakukan 

diantaranya, menempatkan masyarakat desa sebagai tenaga kerja 

melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan dasar dan ahli serta 

alih kompetensi bagi masyarakat desa yang menghendaki profesi 

lain menyesuaikan kebutuhan SDM IKN. SDM di desa perlu 

diberikan perlakuan sesuai dengan SDGs Desa pada pilar 

pembangunan sosial dan desa mandiri. Dorongan yang 

terkustomasi untuk desa diperlukan agar desa mampu 

berpartisipasi dalam pembangunan. 

Oleh sebab itu, bagan relasi lintas pemangku kepentingan 

beserta ruang lingkup dan peran masing-masing instansi dan 

lembaga, utamanya masyarakat perlu disusun secara sistematis, 

integral, dan komprehensif. Tidak hanya pemangku kepentingan 

dalam negeri, kerja sama dengan instansi atau lembaga donor dari 

luar negeri juga perlu dibangun dan dikembangan. Hingga saat ini, 

regulasi kebijakan mengenai hal tersebut masih dalam proses 

penyusunan oleh lembaga atau instansi terkait. 

Ruang lingkup perencanaan pembangunan SDM desa di 

wilayah IKN agar mendukung IKN secara berkelanjutan menyasar 

pada masyarakat desa seluruhnya. Baik desa dengan status 

mandiri, maju maupun berkembang perlu disusunkan perencanaan 

pembangunan SDM desa sesuai dengan kondisi desa eksisting, 

utamanya capaian pembangunan yang telah terealisasi. 

Perencanaan yang disusun perlu mengandung unsur-unsur proses 

seperti input, proses, dan output. Keseluruhan implementasi 

perencanaan tersebut pada tiap-tiap tahapan memerlukan 

monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari proses pembelajaran 
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aktif sehingga pembangunan manusia menjadi semakin membaik 

dari waktu ke waktu. 

Disebabkan karena perpindahan ibu kota negara dan 

pembangunan IKN tidak hanya mencakup pembangunan pada 

dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, maka dibutuhkan 

pula penyelesaian persoalan teknis lapangan secara responsif oleh 

pemerintah. Salah satu contohnya adalah pada konflik yang sangat 

mendasar, yaitu peralihan lahan dari masyarakat desa kepada 

pemerintah otorita IKN. Intensitas konflik yang ada di masyarakat 

desa dapat turut mempengaruhi kesediaan masyarakat desa dalam 

berperan dan berpartisipasi aktif dalam mendukung IKN 

berkelanjutan. 

Tantangan dalam penyusunan dasar acuan beserta 

turunannya pada level regional tertentu adalah sempitnya waktu 

yang dapat digunakan, yaitu hanya satu sampai dua tahun waktu 

tersisa sebelum perpindahan ibu kota negara tahap pertama 

dilakukan. Berkaca dari proses penyusunan beberapa regulasi, 

terdapat dua kelemahan pada tiap-tiap kurun waktu. Pertama, 

penyusunan dalam waktu singkat memiliki kelemahan pada 

dukungan naskah akademik. Kedua penyusunan dalam waktu 

panjang memiliki kelemahan pada kebutuhan pengimplementasian 

dari kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, partisipasi aktif masyarakat 

desa merupakan kunci utama dalam perwujudan dasar acuan 

regulasi yang rasional dan implementatif. 

Berawal dari inisiatif mandiri pemerintah desa, lembaga 

swadaya masyarakat dan dorongan dari pemimpin di desa 

setempat, hal tersebut dapat didorong pembentukannya. Hal 

tersebut disebabkan karena, (1) jika keterandalan terhadap 

pemerintah pusat masih tinggi, maka desa akan semakin jauh dari 

predikat “mandiri secara berkelanjutan”; (2) beban pemerintah 

pusat sudah cukup tinggi dalam hal relokasi ibu kota negara dan 

urusan pemerintahan lainnya; (3) pemerintah daerah telah 

diberikan kewenangan yang otonom untuk dapat mengatur dirinya 
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sendiri sesuai dengan arah pembangunan yang disampaikan oleh 

pemerintah pusat; dan (4) pemerintah daerah beserta seluruh 

masyarakat desa merupakan pihak yang paling mengetahui perihal 

potensi dan keinginan serta cita-cita warga desa. 

 

b. Upaya secara Materil 

1) Keahlian Kunci dan Kemampuan Individu  

Yang diperlukan untuk dipelajari dan dilatih dalam diri individu 

secara profesional selain kompetensi teknis kepakaran yang 

dibutuhkan sebagai tenaga kerja andal terdapat kemampuan dasar 

yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan individu. 

Kemampuan dasar tersebut adalah komunikasi, berhitung, 

kemampuan untuk menjalin relasi yang baik dengan diri sendiri, 

kemampuan untuk menjalin relasi yang baik dengan orang lain, 

kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana dan 

prasarana teknologi dan informasi, tacit knowledge79, kemampuan 

menyelesaikan masalah, dan atribut fisik serta ketangkasan.80 

Pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan sistematis, 

pendidikan formal juga perlu dilengkapi dengan praktik dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai wujud aktualisasi diri dan partisipasi 

sosial. Pengetahuan individu yang perlu di dapat dari proses belajar 

adalah tahu-apa, tahu-mengapa, dan tahu-bagaimana. Tahu-apa 

merupakan bagian dari pengetahuan dan informasi dasar atas 

sesuatu. Tahu-mengapa merupakan bagian dari penalaran tentang 

latar belakang sesuatu dan jenis pertanyaan ‘mengapa’ dapat 

digunakan untuk melakukan investigasi persoalan. Tahu-

bagaimana merupakan bagian dari pengetahuan teknis, termasuk 

dalam pengoperasian sesuatu. 

 
79 Tacit knowledge adalah suatu jenis pengetahuan yang tidak didapatkan melalui pendidikan dan pengajaran 

secara eksplisit melainkan didapatkan dari pengalaman pribadi dan tidak secara serta merta mudah untuk 
diartikulasikan. Tacit knowledge termasuk keterampilan/kemampuan tertentu, intuisi, kemampuan justifikasi, 
dan wawasan yang tersemat di dalam pikiran, kebiasaan, dan persepsi individu. (Diolah dari berbagai sumber). 

80 Loc. Cit. 
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SDM yang unggul, berkualitas dan berdaya saing dituntut 

untuk menguasai ketiga jenis pengetahuan tersebut, dan kunci 

kemampuan dasar sesuai dengan tuntutan zaman. Diantara subjek 

pengetahuan yang perlu dikuasai adalah literasi digital, 

penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, pengoperasian 

peralatan digital dasar termasuk keras dan perangkat lunak 

perkantoran. Keahlian teknis bidang tertentu disesuaikan dengan 

kebutuhan bidang tersebut. 

Selain pendidikan dan pelatihan, dan kemampuan dasar 

tersebut diatas, masyarakat desa juga perlu pembekalan 

kemampuan berusaha, mengorganisir diri dan kelompok, mencari 

informasi dan pengetahuan secara mandiri, dan mengelola 

kegiatan dalam lingkup regional tertentu. Dalam konteks 

pendidikan di Indonesia, maka perlu muatan pendidikan agama, 

kebudayaan dan Pancasila sesuai dengan konteks dan latar 

belakang masyarakat desa. Hal tersebut penting agar masyarakat 

desa yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam proses transisi dan pembangunan IKN tidak kehilangan jati 

diri dan terlarut dalam modernisme dan lingkungan yang bersifat 

global. Dengan begitu, masyarakat desa dapat dikatakan siap 

dalam membangun desa guna mendukung IKN secara 

berkelanjutan. 

 

2) Aktivasi  

Merujuk pada peran SDM dan SDS/modal sosial dalam 

pembangunan, bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan 

investasi terdapat modal produksi ekonomi, yaitu SDM. Kontribusi 

pendidikan dan pelatihan terhadap pertumbuhan pembangunan 

juga akan lebih efektif dan berdampak signifikan ketika diperkaya 

dengan bentuk-bentuk investasi lain seperti: 

a) Ketersediaan regulasi komprehensif dari hulu hingga hilir yang 

berpihak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan 

konservasi lingkungan hidup secara berkelanjutan; 
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b) Kemudahan akses yang luas kepada masyarakat desa 

terhadap sumber-sumber produksi dan pasar regional serta 

global; 

c) Ketersediaan jasa peminjaman modal keuangan yang aman 

dan terjamin oleh lembaga negara; 

d) Dukungan alat-alat produksi yang memadai sekaligus 

pengetahuan tentang tata cara pengoperasian dan perawatan 

alat; 

e) Pembangunan ekosistem ekonomi produktif jangka panjang; 

f) Skema sistem kerja ekonomi yang efisien; 

g) Dukungan kelembagaan mulai dari level pemerintah desa 

sampai dengan pemerintah pusat melalui pendekatan bottom-

up; dan 

h) Mekanisme pengolahan limbah buangan atau sampah dari 

sisa produksi yang dikelola dengan baik sehingga dapat turut 

menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. 

 

Penyusunan upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia guna membangun desa di wilayah IKN agar 

dapat mendukung IKN berkelanjutan disusun berdasarkan data dan 

informasi sekunder. Berdasarkan hal tersebut dan mengacu pada 

teori serta konsep-konsep yang telah diuraikan, ditemukan bahwa 

hambatan utama dari pembangunan nasional adalah kualitas SDM. 

Secara garis besar, upaya yang dapat dilakukan guna 

meningkatkan kualitas SDM terbagi atas upaya formil dan upaya 

materil. Untuk upaya formil, maka langkah yang perlu diambil 

adalah: 

a) Merancang dasar acuan pembangunan SDM di wilayah IKN 

berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang 

Ibu Kota Negara pada bagian Prinsip Dasar Pembangunan 

Sosial dan Sumber Daya Manusia. 

b) Melakukan pemetaan kondisi SDM di desa eksisting secara 

terperinci dan pemetaan kebutuhan SDM IKN Berkelanjutan. 
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c) Melakukan analisa terhadap disparitas kondisi SDM eksisting 

dengan kebutuhan SDM di masa depan. 

d) Penyusunan perencanaan pembangunan SDM 

e) Menentukan area yang akan difokuskan dalam peningkatan 

kualitas SDM setidaknya dalam kurun waktu satu tahun. 

f) Menentukan hasil keluaran yang hendak dicapai dan 

diwujudkan. 

g) Menentukan bentuk-bentuk pendidikan dan pelatihan yang 

dibutuhkan untuk mencapai hasil keluaran yang diinginkan. 

h) Melakukan analisa terhadap pemangku kepentingan yang 

dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya pendidikan dan 

pelatihan tersebut. 

i) Menyiapkan silabus serta bahan ajar dan sarana prasarana 

untuk mendukung pelatihan. 

j) Menyusun indikator capaian keberhasilan yang rasional dan 

implementatif. 

k) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara terjadwal. 

l) Melakukan monitoring serta evaluasi secara bertahap 

berdasarkan indikator capaian keberhasilan. 

 

Untuk upaya materil, maka langkah yang perlu diambil adalah: 

a) Menentukan keahlian kunci dan kemampuan individu yang 

harus dimiliki berdasarkan analisa kebutuhan di lapangan. 

b) Aktivasi dilakukan berdasarkan kesediaan dan kesanggupan 

utamanya dari sisi regulasi kebijakan dan dukungan keuangan 

sebagai upaya mendukung dan meningkatkan nilai dari 

kualitas SDM yang hendak dibentuk. 

 

Dalam pelaksanaanya, faktor utama yang dapat menghambat 

peningkatan kualitas SDM tersebut adalah rendahnya partisipasi 

aktif masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah berkewajiban 

untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat. 

Contoh pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan oleh Desa 
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Semoi Dua dan Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten 

Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat 

desa di wilayah IKN memiliki antusiasme dan berperan aktif dalam 

meningkatkan kualitas diri mereka. Hal tersebut perlu untuk di 

dorong agar lebih berkembang dan dalam pengimplementasiannya 

dibuat secara lebih sistematis dan terukur. 

Hingga saat ini belum ada dukungan lembaga dari luar negeri 

disebabkan karena regulasi kebijakan terhadap hal tersebut masih 

dalam proses penyusunan. Kedepan, diharapkan bahwa ketika 

dukungan regulasi kebijakan atas hal itu terwujud, pembangunan 

pada dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan 

hidup mendapat dukungan yang dibutuhkan dari luar negeri. Hal 

tersebut guna membangun sinergi antara ketiga dimensi tersebut 

dan mendukung percepatan pembangunan agar tuntutan IKN 

sebagai kota dunia terpenuhi. 

Berdasar pada pemberitaan secara umum, diketahui bahwa 

negara-negara di dunia mendukung perpindahan ibu kota negara 

Indonesia. Jika dukungan dan kerja sama dengan luar negeri dapat 

segera diwujudkan, maka hal tersebut dapat berkontribusi pada 

penguatan hubungan internasional Indonesia. Oleh sebab itu, 

tantangan perpindahan ibu kota negara harus mampu diatasi dan 

dilalui dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat sehingga 

ketahanan nasional Bangsa Indonesia dapat terwujud.  
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BAB IV 

PENUTUP 

17. Simpulan  

Hasil tinjauan pustaka dan pengamatan terhadap sumber sekunder yang 

didapat melalui pemberitaan oleh media lokal maupun media nasional serta 

analisis penulis telah memperoleh beberapa kesimpulan. Kesimpulan 

pertama, bahwa berdasarkan data IDM, dari 41 desa di wilayah IKN hanya 

sebagian desa yaitu sejumlah 20 desa yang berstatus mandiri dan 

berkelanjutan atau sebesar 49%. Selanjutnya, 21 desa lain atau 51% desa di 

wilayah IKN saat ini masih berstatus berkembang dan maju. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa 50% desa belum memiliki kemampuan untuk 

mempertahankan capaian pembangunan desa karena pembangunan yang 

terwujud belum bersifat berkelanjutan. 

Kesimpulan kedua, berdasarkan pertimbangan dan perspektif yang 

didapatkan melalui hasil pembacaan terhadap teori dan konsep-konsep 

eksisting, diketahui bahwa pembangunan utamanya menekankan pada 

pembangunan manusia. Perpindahan ibu kota negara merupakan tantangan 

yang perlu diatasi dan ditangani dengan baik guna mewujudkan ketahanan 

nasional. Oleh sebab itu, dalam hal membangun desa untuk mendukung IKN 

secara berkelanjutan diperlukan SDM yang unggul dan berdaya saing baik.  

18. Rekomendasi 

a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan terhadap SDM desa di wilayah 

IKN secara penta helix dengan kerja sama antara pemerintah daerah dan 

pemerintah pusat, yang melibatkan instasi atau lembaga non pemerintah 

baik dari dalam maupun dari luar negeri.  

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Dinas 

Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas 

Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal, Dinas Koperasi 

dan UKM, Balai Latihan Kerja, dan Kepala Desa secara aktif 

menginventarisir dan menyosialisasikan kepada masyarakat desa 
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perihal pendataan peminatan masyarakat dan melakukan pemetaan 

potensi masyarakat guna merumuskan bentuk-bentuk pendidikan dan 

pelatihan yang sesuai kebutuhan SDM IKN. 

c. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menindaklanjuti kebutuhan 

masyarakat desa dan mencarikan alternatif solusi dari persoalan di 

lapangan sesuai dengan tugas, fungsi, kapasitas dan kewenangannya. 

d. Kepala Desa dan Pendamping Desa menginventarisir kebutuhan 

pendidikan dan pelatihan masyarakat guna meningkatkan kualitas SDM 

sesuai kebutuhan IKN. 

e. Peran Pendamping Desa yang sudah ada memberikan motivasi kepada 

masyarakat dan melakukan simulasi secara nyata sesuai dengan 

kearifan lokal (local wisdom) yang berkualitas untuk mendukung IKN 

secara berkelanjutan. 

f. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Ketenagakerjaan 

terintegrasi aktif melakukan pendidikan dan pelatihan masyarakat dan 

mengupayakan persoalan di lapangan yang masih terkendala. 

 

Sebagai penutup, persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka 

peralihan dan penyesuaian IKN perlu dilakukan dengan kerja sama yang 

terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kendati 

demikian, hal tersebut juga dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah 

desa sebagai wujud otonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya 

yang ada di desa. Pada prinsipnya, kerja sama antar instansi dan lembaga 

perlu diwujudkan pada level daerah terlebih dulu, guna proses sortir sehingga 

data dan informasi tentang kebutuhan masyarakat desa dan persoalannya 

sampai kepada pemerintah pusat. 
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Lampiran 2. Tabel 

Tabel I.   Pembangunan Perdesaan81 

PEMBANGUNAN PERDESAAN 

Kebutuhan Aspek Persoalan Potensi Sasaran Prinsip Program 

Keberlanjutan 
hidup manusia 
dan lingkungan 
hidup 

Ekologi 
sosial 

Kualitas SDM 
meliputi fisik, 
mental dan 
intelektual 
rendah 

Masyarakat 
berdaya dan 
berpartisipasi 

Berdayanya 
dan 
meningkatnya 
partisipasi 
masyarakat 

Menumbuhkan 
kemandirian 

Pembangunan 
SDM dan 
peningkatan 
partisipasi 
masyarakat 

Kelembagaan 
tidak memadai 
dan 
infrastruktur 
terbatas 

Industri dan 
produk 
unggulan 
berkembang 

Terbangunnya 
infrastruktur 
dan penguatan 
kelembagaan 

Membangun 
infrastruktur 
dan kemitraan 
antarlembaga 

Pembangunan 
infrastruktur dan 
kelembagaan 

Meningkatnya 
produktivitas 
ekonomi 

Menggunaan 
teknologi tepat 
guna 

Pengembangan 
industri 

Ekologi 
lingkungan 
hidup 

Eksploitasi 
lingkungan 
hidup 

Lingkungan 
hidup lestari 

Terwujudnya 
kelestarian 
lingkungan 
hidup 

Memanfaatkan 
SDA 

Konservasi 
lingkungan hidup 

Melestarikan 
lingkungan 
hidup 

 

 

  

 
81 Op. Cit. 
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Tabel II.  Sumber Daya Manusia di Wilayah IKN 

No. 
Nama 
Desa 

Jumlah 
Penduduk 

Nama 
Kecamatan 

Nama 
Kabupaten 

Pendidikan 

PAUD/ 
KB/SPS 

TK SD SMP SMA SMK 

1 Bakungan 9962 Loa Janan 
Kutai 
Kartanegara 

N/A 4 4 0 1 0 

2 Purwajaya 5368 Loa Janan 
Kutai 
Kartanegara 

N/A 4 3 1 1 0 

3 
Tani 
Bhakti 

3096 Loa Janan 
Kutai 
Kartanegara 

N/A 1 2 1 0 0 

4 
Tani 
Harapan 

2259 Loa Janan 
Kutai 
Kartanegara 

N/A 3 3 1 0 0 

5 Batuah 8779 Loa Janan 
Kutai 
Kartanegara 

N/A 5 7 1 0 1 

6 
Loa Duri 
Ilir 

12178 Loa Janan 
Kutai 
Kartanegara 

N/A 9 5 2 0 0 

7 
Loa Duri 
Ulu 

8338 Loa Janan 
Kutai 
Kartanegara 

N/A 7 3 1 0 0 

8 
Loa 
Janan Ulu 

11994 Loa Janan 
Kutai 
Kartanegara 

N/A 9 5 2 0 0 

9 
Jonggon 
Desa 

3307 Loa Kulu 
Kutai 
Kartanegara 

0 0 2 0 0 0 

10 
Jembayan 
Dalam 

478 Loa Kulu 
Kutai 
Kartanegara 

0 0 0 0 0 0 

11 Jongkang 2576 Loa Kulu 
Kutai 
Kartanegara 

0 0 1 1 0 0 

12 
Karya 
Utama 

N/A Loa Kulu 
Kutai 
Kartanegara 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

13 Jembayan 3581 Loa Kulu 
Kutai 
Kartanegara 

0 0 0 0 0 0 

14 
Jembayan 
Tengah 

2790 Loa Kulu 
Kutai 
Kartanegara 

1 1 3 1 0 0 

15 
Loa Kulu 
Kota 

1944 Loa Kulu 
Kutai 
Kartanegara 

0 0 6 0 1 0 

16 
Loh 
Sumber 

2583 Loa Kulu 
Kutai 
Kartanegara 

0 0 0 0 0 0 

17 
Bukit 
Subur 

887 Penajam 
Penajam 
Paser Utara 

1 1 1 N/A N/A N/A 

18 Giri Mukti 6548 Penajam 
Penajam 
Paser Utara 

3 2 3 2 1 0 

19 Giri Purwa 3862 Penajam 
Penajam 
Paser Utara 

0 1 1 0 0 0 

20 Sidorejo 2301 Penajam 
Penajam 
Paser Utara 

0 1 2 0 0 0 
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No. 
Nama 
Desa 

Jumlah 
Penduduk 

Nama 
Kecamatan 

Nama 
Kabupaten 

Pendidikan 

PAUD/ 
KB/SPS 

TK SD SMP SMA SMK 

21 
Beringin 
Agung 

1820 Samboja 
Kutai 
Kartanegara 

1 2 1 0 0 0 

22 
Bukit 
Raya 

1877 Samboja 
Kutai 
Kartanegara 

1 1 0 0 0 0 

23 
Karya 
Jaya 

1483 Samboja 
Kutai 
Kartanegara 

1 1 0 0 0 0 

24 
Karang 
Jinawi 

1055 Sepaku 
Penajam 
Paser Utara 

N/A 1 1 0 0 0 

25 Binuang 2005 Sepaku 
Penajam 
Paser Utara 

N/A 1 2 0 0 1 

26 
Bukit 
Raya 

2812 Sepaku 
Penajam 
Paser Utara 

N/A 1 2 1 0 1 

27 
Bumi 
Harapan 

2071 Sepaku 
Penajam 
Paser Utara 

N/A 1 1 0 0 0 

28 
Semoi 
Dua 

3215 Sepaku 
Penajam 
Paser Utara 

N/A 1 2 1 0 1 

29 
Suko 
Mulyo 

1994 Sepaku 
Penajam 
Paser Utara 

N/A 2 2 0 0 0 

30 Telemow 3661 Sepaku 
Penajam 
Paser Utara 

N/A 2 1 0 0 0 

31 Wonosari 1215 Sepaku 
Penajam 
Paser Utara 

N/A 1 1 1 0 0 

32 
Argo 
Mulyo 

3195 Sepaku 
Penajam 
Paser Utara 

N/A 1 2 0 0 0 

33 Sukaraja 3874 Sepaku 
Penajam 
Paser Utara 

N/A 1 3 1 0 0 

34 
Tengin 
Baru 

3908 Sepaku 
Penajam 
Paser Utara 

N/A 1 3 1 1 0 
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Tabel III. Klasifikasi Desa di Wilayah IKN82 

No. Nama Kabupaten 
Nama 

Kecamatan 
Nama Desa Status IDM 2022 

1 Kutai Kartanegara Loa Kulu Jonggon Desa Berkembang 

2 Kutai Kartanegara Samboja Beringin Agung Berkembang 

3 Penajam Paser Utara Penajam Bukit Subur Berkembang 

4 Penajam Paser Utara Sepaku Karang Jinawi Berkembang 

5 Kutai Kartanegara Loa Janan Bakungan Maju 

6 Kutai Kartanegara Loa Janan Purwajaya Maju 

7 Kutai Kartanegara Loa Janan Tani Bhakti Maju 

8 Kutai Kartanegara Loa Janan Tani Harapan Maju 

9 Kutai Kartanegara Loa Kulu Jembayan Dalam Maju 

10 Kutai Kartanegara Loa Kulu Jongkang Maju 

11 Kutai Kartanegara Loa Kulu Karya Utama Maju 

12 Kutai Kartanegara Loa Kulu Lung Anai Maju 

13 Kutai Kartanegara Samboja Bukit Raya Maju 

14 Kutai Kartanegara Samboja Karya Jaya Maju 

15 Penajam Paser Utara Sepaku Binuang Maju 

16 Penajam Paser Utara Sepaku Bukit Raya Maju 

17 Penajam Paser Utara Sepaku Bumi Harapan Maju 

 
82 Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2022 Tentang 
Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. 
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No. Nama Kabupaten 
Nama 

Kecamatan 
Nama Desa Status IDM 2022 

18 Penajam Paser Utara Sepaku Semoi Dua Maju 

19 Penajam Paser Utara Sepaku Suko Mulyo Maju 

20 Penajam Paser Utara Sepaku Telemow Maju 

21 Penajam Paser Utara Sepaku Wono Sari Maju 

22 Kutai Kartanegara Loa Janan Batuah Mandiri 

23 Kutai Kartanegara Loa Janan Loa Duri Ilir Mandiri 

24 Kutai Kartanegara Loa Janan Loa Duri Ulu Mandiri 

25 Kutai Kartanegara Loa Janan Loa Janan Ulu Mandiri 

26 Kutai Kartanegara Loa Kulu Jembayan Mandiri 

27 Kutai Kartanegara Loa Kulu 
Jembayan 

Tengah 
Mandiri 

28 Kutai Kartanegara Loa Kulu Loa Kulu Kota Mandiri 

29 Kutai Kartanegara Loa Kulu Loh Sumber Mandiri 

30 Kutai Kartanegara Loa Kulu Margahayu Mandiri 

31 Kutai Kartanegara Loa Kulu Ponoragan Mandiri 

32 Kutai Kartanegara Loa Kulu Rempanga Mandiri 

33 Kutai Kartanegara Loa Kulu Sepakat Mandiri 

34 Kutai Kartanegara Loa Kulu Sumber Sari Mandiri 

35 Kutai Kartanegara Loa Kulu Sungai Payang Mandiri 
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No. Nama Kabupaten 
Nama 

Kecamatan 
Nama Desa Status IDM 2022 

36 Penajam Paser Utara Penajam Giri Mukti Mandiri 

37 Penajam Paser Utara Penajam Giri Purwa Mandiri 

20 Penajam Paser Utara Sepaku Telemow Maju 

38 Penajam Paser Utara Penajam Sidorejo Mandiri 

39 Penajam Paser Utara Sepaku Argo Mulyo Mandiri 

38 Penajam Paser Utara Penajam Sidorejo Mandiri 

39 Penajam Paser Utara Sepaku Argo Mulyo Mandiri 

40 Penajam Paser Utara Sepaku Suka Raja Mandiri 

41 Penajam Paser Utara Sepaku Tengin Baru Mandiri 
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Tabel IV.  Komponen Indeks Desa Membangun 

 

 

 

  

Indeks Dimensi Perangkat Indikator 

Ketahanan 

Sosial 

Modal Sosial ● Memiliki solidaritas sosial 
● Memiliki toleransi 
● Rasa aman penduduk 
● Kesejahteraan sosial 

Kesehatan ● Pelayanan Kesehatan 
● Keberadaan masyarakat 

Pendidikan ● Akses ke pendidikan dasar dan 
menengah 

● Akses ke pendidikan non-formal 
● Akses ke pengetahuan 

Permukiman ● Akses ke air bersih 
● Akses ke sanitasi 
● Akses ke listrik 
● Akses ke informasi dan komunikasi 

Ketahanan 

Ekonomi 

Ekonomi ● Keragaman produksi 
● Tersedianya pusat pelayanan 

perdagangan 
● Akses distribusi/logistik 
● Akses ke lembaga keuangan dan 

perkreditan 
● Lembaga ekonomi 
● Keterbukaan wilayah 

Ketahanan 

Lingkungan 

Hidup 

Lingkungan 

Hidup 

● Kualitas lingkungan hidup 
● Potensi rawan bencana dan tanggap 

bencana 
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Tabel V. Indeks Pembangunan Manusia83 

 

 

 

 

 

  

 
83 United Nation Development Programme. (n.d.). “Human Development Index”. Dikutip dari 

https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI. Diakses pada 8 September 2022, 
pukul 18:57 WIB. 

Dimensi Umum Indikator Dimensi Indeks 

Usia dan tingkat 

kesehatan 

Harapan hidup saat lahir Indeks harapan hidup 

Pendidikan Lama tahun wajib belajar Indeks pendidikan 

Lama tahun rata-rata 

pendidikan yang 

ditempuh 

Standar hidup layak PDB per kapita Indeks PDB 

https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI
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Lampiran 3. Gambar 

Gambar 1.   Peta Cakupan Wilayah84 

 

  

 
84 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 
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Gambar 2.   Konektivitas Input dan Output Kesejahteraan Individu85 

 

             

  

 
85 Ibid. 

 
 

Kesejahteraan Individu 
 
 

 
 
 
 

Kesejahteraan 
Ekonomi 

 

 
PDB 

SDA 

Modal 
Produksi 
Ekonomi 

 

SDM SDS 

Pemerintah 

 

social regrettables 
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Gambar 3.   Negara Rimba Nusa86 

         

  

 
86 Urban Plus. (n.d.). “Nagara Rimba Nusa, Ibu Kota Negara Indonesia: Design Competition”. Dikutip dari 
http://www.urbanplus.co.id/project/nagara-rimba-nusa-ibu-kota-negara-indonesia/. Diakses pada 6 September 
2022, pukul 18:52 WIB. 

http://www.urbanplus.co.id/project/nagara-rimba-nusa-ibu-kota-negara-indonesia/
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LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

 

RIWAYAT HIDUP PESERTA PPRA LXIV 

 

A. Data Pokok 
 

Nama   : Agus Kuncoro, S.Sos., M.Si. 

 

Pangkat/Gol  : Pembina Utama Muda/ IV c 

 

Tempat/Tgl Lahir : Tulungagung, 19 Agustus 1971 

 

Jabatan   : Kepala Pusat Pengembangan 

  Kebijakan Pembangunan 

  Desa, Daerah Tertinggal dan 

  Transmigrasi  

                                   

Instansi   : Kementerian Desa, Pembangunan 

  Daerah Tertinggal dan  

  Transmigrasi 

 

Agama    : Islam 

 

Alamat Email  : kuncoro_ak@yahoo.com 

 

B.  Pendidikan Umum 

  

NO JENJANG  

NAMA 

LEMBAGA 

PENDIDIKAN  

JURUSAN 
TAHUN 

LULUS 

LOKASI 

PENDIDIKAN 

NAMA 

KEPALA 

SEKOLAH/ 

REKTOR/ 

DIREKTUR 

1. SD SDN Tertek III - 1985 Tulungagung 
Noer Amin 

MH. Sutrisno 

2. SMP 
SMPN 2 

Tulungagung 
- 1988 Tulungagung 

Imam 

Soekarni, BA 

3. SMA 
SMAN 2 

Tulungagung 

A2-Biologi 

 

 
 

1991 Tulungagung Drs. Moeljadi 

mailto:kuncoro_ak@yahoo.com
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4. D4 STPDN 

Ilmu 

Pemerintah

an 

1994 
Jatinangor 

Sumedang 

Brigjen 

Sartono H.S 

5. S1 
Universitas 

Merdeka 

Administrasi 

Negara 
1998 Ponorogo 

Kol. 

Art.Tugiono 

Sapari, MM 

6. S2 
Universitas 

Wijaya Putra 

Administrasi 

Publik 
2010 Surabaya 

H. BUDI 

ENDARTO, 

SH.,M.Hum. 

7. S3 

Institut 

Pertanian 

Bogor 

Komunikasi 

Pembangun

an 

Pertanian 

dan 

Perdesaan 

2018 – saat 

ini 
Bogor 

Dr. Arif Satria 

SP, M.Si 

C.  Pendidikan Khusus 

1.  Diklat Teknis 
 

NO NAMA DIKLAT 

WAKTU 

PELAKSA

NAAN 

NOMOR TANDA 

KELULUSAN/ 

STTB  

LOKASI 

DIKLAT 

PENYELENGG

ARA DIKLAT 

1. 
Pemeriksaan dan 

Penyusunan BAP 

16-18 

Desember 

2008 

- Surabaya 
Kantor Regional 

II BKN 

2. Calon PPATS 
10-12 Juni 

2009 
SK/143/35/VI/2009 Surabaya 

Kanwil BPN 

Propinsi Jawa 

Timur 

3. 

Keahlian 
Pengadaan 
Barang/Jasa 
Pemerintahan 

19-21 
September 

2011 
091102904668867 Kab. Magetan LKPP 

2.  Diklat Kepemimpinan 

 

NO NAMA DIKLAT 
WAKTU 

PELAKSANAA
N 

NOMOR 
TANDA 

KELULUSAN/ 
STTB  

LOKASI 
DIKLAT 

PENYELENGGARA 
DIKLAT 

1. 

Latihan Pra 

Jabatan Tingkat 

II (Dua) 

26 Oktober – 7 

November 1992 

251-

I/II/LPJ/1992 
Jatinangor 

Departemen Dalam 

Negeri 

2. 
Pemerintahan 

Desa 

10 – 23 Januari 

1995 

61/II/416001/2

11/1995 
Malang 

Bandiklat Propinsi 

Jawa Timur 
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3. 

Perencanaan 

Partisipatif 

Pembangunan 

Masyarakat 

Desa (P3MD) 

5 – 9 Agustus 

1996 

411.2/1267/41

6.302/1996 
Magetan 

Pemerintah 

Kabupaten Magetan 

4. 

Keahlian 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

Pemerintahan 

19-21 

September 

2011 

091102904668

867 
Magetan LKPP 

5. 
Administrasi 

Umum 

19 Februari – 24 

Maret 1999 

11317/ADUM/

LAN/ 1999 

5529/ADUM/DI

KLAT 

PROP/1999 

Surabaya 
Bandiklat Propinsi 

Jawa Timur 

6. 

Training of 

Trainer Tutor 

Badan 

Perwakilan 

Desa 

30 Agustus –            

1 September 

2001 

003/VI/421131

/211/2001 
Surabaya 

Bandiklat Propinsi 

Jawa Timur 

7. 

Diklat 

Kepemimpinan 

Tingkat III 

Angkatan I 

10 Agustus – 15 

Desember 2015 

00004584/DIK

LAT 

PIM Tk. 

III/028/3175/L

AN/ 

2015 

Jakarta  
Lembaga 

Administrasi Negara 

8. 

Diklat Pelatihan 

Kepemimpinan 

Nasional 

Tingkat II 

Angkatan III 

14 Maret – 2 

Agustus 2019 

00000232/DIK

LATPIM TK. 

II/4012/016/LA

N-LAN/2019 

Jakarta 
Lembaga 

Administrasi Negara 

9. 

Diklat Program 

Pendidikan 

Reguler 

Angkatan 

(PPRA) 64 

Saat ini - Jakarta 
Lembaga Ketahanan 

Nasional  

 

 

 

 

 

 



82 
 

 
 

D. Pengalaman Jabatan 

 
NO 

JABATAN 
JANGKA 
WAKTU 

SURAT KEPUTUSAN 

PEJABAT NOMOR TANGGAL 

1 
Sekretaris Kelurahan 
Magetan 

01-12-1994 
S/D 

28-09-1997 
BUPATI 

821.2/122/416.02
2/1994 

01-12-1994 

2 
Kepala Kelurahan 
Magetan 

29-09-1997 
S/D 

08-10-1999 
BUPATI 

821.2/073/416.03
1/1997 

29 -09- 1997 

3 
Kasi Pemerintahan 
Kec. Parang 

09-10-1999 
S/D 

13-11-2000 
BUPATI 

821.3/074/416.04
2/1999 

09-10-1999 

4 
Kasi Pemerintahan 
Kec. Magetan 

14-11-2000 
S/D 

20-02-2001 
BUPATI 

821/191/416.042/
2000 

14-11-2000 

5 Sekcam Lambeyan 
21-02-2001 

S/D 
22-11-2003 

BUPATI 
821/019/ 

416.042/2001 
21-02-2001 

6 Sekcam Magetan 
23-11-2003 

S/D 
08-01-2009 

BUPATI 
821/379/KEPT/ 
403.204/2003 

21-11-2003 

7 Camat Kartoharjo 
09-01-2009 

S/D 
26-01-2011 

BUPATI 
821/03/Kept/403.

204/ 
2009 

09-01-2009 

8 Camat Sukomoro 
27-01-2011 

S/D 
31-10-2011 

BUPATI 
821/02/Kept/403.

204/ 
2011 

27-01-2011 

9 

Kasubid Identifikasi 
dan Analisis 
Infrastruktur 
Transportasi Darat, 
Kementerian Desa, 
Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi 

05-06-2012 
S/D 

05 Juni 2015 
MENTERI 

180/KEP/M-
PDT/IV/2012 

05-06-2012 

10 

Kepala Bagian Tata 
Usaha Pimpinan dan 
Persuratan 
Kementerian Desa, 
Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi 

05 Juni 2015 – 
10 Januari 

2018 
MENTERI 10 TAHUN 2015 04-06-2015 

11 

Direktur Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana, 
Kementerian Desa, 
Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi 

11 Januari 
2018 – 3 

Januari 2021 
MENTERI 1 TAHUN 2018 10-01-2018 
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PENINGKATAN 

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA GUNA 

MEMBANGUN DESA DI WILAYAH IKN DALAM 

MENDUKUNG IKN BERKELANJUTAN

Agus Kuncoro, S.Sos., M.Si

NIP. 19710819 199201 1 003

Tutor Pembimbing:

Brigjen TNI Iwan Ma’rup Zainudin, S.E. 1



OUTLINE

1 PENDAHULUAN

2 TINJAUAN PUSTAKA

3 PEMBAHASAN

4 PENUTUP

2



1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Maksud dan Tujuan
4. Ruang Lingkup dan 

Sistematika
5. Metode dan Pendekatan
6. Pengertian

Pendahuluan     

3



LATAR   BELAKANG

Prinsip Pembangunan 

Manusia merujuk pada 

Pembangunan Berkelanjutan 

(SDGs) 

IKN selaras dengan SDGs 

IKN dikonsepkan sebagai “Superhub” 

Ekonomi Nasional

Wilayah IKN 

(UU No. 3 Tahun 2022) 

3 Aspek Utama

Lingkungan

Tantangan Utama:

Kemampuan Literasi TIK dan 

Adaptasi Masyarakat dengan 

Pembangunan Partisipatif

ManusiaEkonomi

PENINGKATAN KUALITAS 

SUMBER DAYA MANUSIA 

GUNA MEMBANGUN 

DESA DI WILAYAH IKN 

DALAM MENDUKUNG 

IKN BERKELANJUTAN

4



RUMUSAN  MASALAH

Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna membangun 

desa di wilayah IKN agar dapat mendukung IKN berkelanjutan?

PERTANYAAN  KAJIAN

Bagaimana kondisi desa di
wilayah IKN saat ini?

Mengapa desa di wilayah IKN 
saat ini belum dikategorikan 
mendukung IKN berkelanjutan?

Bagaimana kriteria SDM di 
desa dalam membangun desa 
untuk mendukung IKN 
berkelanjutan?

Bagaimana cara meningkatkan 
kualitas SDM di desa agar desa 
dapat mendukung IKN 
berkelanjutan?

1.

3. 4.

2.

5



Maksud

Sistematika

Menggambarkan kondisi desa dan 

upaya meningkatkan kualitas SDM di 

desa wilayah IKN guna mendukung 

pembangunan IKN berkelanjutan agar 

tercipta keamanan dan kesejahteraan 

masyarakat dalam menjaga keutuhan 

NKRI sehingga Ketahanan Nasional 

dapat terpenuhi.

Sumbangan pemikiran strategis 

sebagai masukan kepada pemangku 

kebijakan untuk memperluas 

wawasan dan memanfaatkan taskap 

dalam penyusunan strategi 

peningkatan kualitas SDM di desa 

wilayah IKN guna mendukung IKN 

berkelanjutan.

Tujuan

6



Ruang  Lingkup

Sistematika

Input: perkembangan 
lingkungan strategis yang 
diolah menjadi outcome.

Outcome: mengarah 
peningkatan stabilitas 

keamanan dan 
kesejahteraan masyarakat.

Impact: keutuhan Indonesia 
dalam penyusunan 

kebijakan dan langkah-
langkah strategis 
implementatif.

1. Bab I. Pendahuluan
a. Latar Belakang
b. Rumusan masalah
c. Maksud dan tujuan
d. Ruang Lingkup dan Sistematika
e. Metode dan Pendekatan
f. Definisi istilah

2. Bab II. Tinjauan Pustaka
a. Peraturan Perundang-undangan
b. Kerangka Teoritis
c. Data dan Fakta
d. Lingkungan Strategis

3. Bab I. Pendahuluan
a. Hambatan Desa dalam 

mendukung IKN
b. Kualitas SDM di wilayah IKN
c. Upaya peningkatan kualitas SDM 

guna mendukung pembangunan 
IKN berkelanjutan

4. Bab IV. Penutup
a. Kesimpulan
b. Saran

7



Metode

Pendekatan

Studi pustaka sistematis -
metasintesis

Studi kualitatif yang didasarkan pada data kualitatif untuk
memberikan gambaran menyeluruh atau mendalam terhadap
fenomena sosial dalam konteks yang lebih luas, sehingga
menghasilkan pemahaman baru

Ketahanan nasional 
terpenuhi

Upaya-upaya 
terbaik 

pengelolaan/
peningkatan SDM

Analisis/ 
pendekatan 

Pembangunan 
Partisipatif

Data dan informasi 
sekunder tentang 

kondisi SDM di desa 
wilayah IKN

8



Pengertian

• Desa yang tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi 
dan lingkungan hidup akibat rentan bencana alam, krisis ekonomi, dan 
konflik sosial serta mengalami berbagai bentuk kemiskinan.

Desa Sangat 
Tertinggal

• Desa yang kurang mampu mengelola potensi sumber daya sosial, 
ekonomi dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
kualitas hidup masyarakat serta mengalami berbagai bentuk kemiskinan.

Desa 
Tertinggal

• Desa yang belum optimal dalam mengelola potensi sumber daya sosial, 
ekonomi dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan, 
kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan.

Desa 
Berkembang

• Desa yang mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan 
lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas 
hidup dan mengurangi kemiskinan.

Desa Maju

• Desa yang mampu melaksanakan pembangunan dalam rangka 
meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat berdasarkan 
aspek ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Desa Mandiri
9



Pengertian

• Satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang 
wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana 
ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang.

Ibu Kota Nusantara

• Indeks komposit yang tersusun atas Indeks Ketahanan Sosial, Indeks 
Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan Hidup.

Indeks Desa 
Membangun

• Kawasan khusus yang cakupan wilayah dan fungsinya ditetapkan dan diatur 
dengan Undang-Undang.

Kawasan Strategis 
Nasional

Ibu Kota Nusantara 
(KSN Ibu Kota Nusantara)

• Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, 
dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan 
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu 
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

Pembangunan 
Berkelanjutan

10



1. Peraturan Perundang-undangan

2. Kerangka Teoritis

3. Data dan Fakta

4. Lingkungan Strategis

5. Dukungan Lembaga dan Regulasi

Tinjauan Pustaka     

11



1. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan 
Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota 
Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

4.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu 
Kota Nusantara.

5.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 
Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.

6.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan 
Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

12



• sebuah model ekonomi yang 

berupaya untuk menopang 

lingkungan hidup dan ekonomi;

• sebuah model ekologis terhadap 

keanekaragaman hayati dan 

integritas ekologis; 

• sebuah model politik terhadap sistem 

sosial yang menjadikan manusia 

bermartabat. 

a. Sustainabilitas b. Sumber  Daya  Manusia  dan Sumber

Daya  Sosial  dalam  Pembangunan

Gambar 1. Konektivitas Input dan Output Kesejahteraan

Individu 13

2. Kerangka Teoritis



c. Pembangunan Partisipatif

14

Kebutuhan

Aspek

Ekologi sosial

Persoalan

Kualitas SDM 
meliputi fisik, 
mental dan 
intelektual 

rendah.

Kelembagaan 
tidak memadai 

dan 
infrastruktur 

terbatas.

Potensi

Masyarakat 
berdaya dan 
berpartisipasi

Industri dan 
produk 

unggulan 
berkembang

Sasaran

Berdayanya 
dan 

meningkatnya 
partisipasi 

masyarakat

Terbangunnya 
infrastruktur 

dan penguatan 
kelembagaan

Meningkatnya 
produktivitas 

ekonomi

Prinsip

Menumbuhkan 
kemandirian

Membangun 
infrastruktur 

dan kemitraan 
antarlembaga

Menggunakan 
teknologi tepat 

guna

Program

Pembangunan 
SDM dan 

peningkatan 
partisipasi 

masyarakat

Pembangunan 
infrastruktur 

dan 
kelembagaan

Pengembangan 
industri

Ekologi lingkungan hidup

Persoalan

Eksploitasi 
lingkungan 

hidup

Potensi

Lingkungan 
hidup lestari

Sasaran

Terwujudnya 
kelestarian 
lingkungan 

hidup

Prinsip

Memanfaatkan 
SDA

Melestarikan 
lingkungan 

hidup

Program

Konservasi 
lingkungan 

hidup



d. Ketahanan Nasional

Sistem kehidupan nasional yang bersifat kompleks, dinamis, dan temporal

dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan (TAHG)

untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara serta

pemenuhan tujuan nasional.

a. Ibu Kota Nusantara (IKN)

Visi pemindahan ibu kota negara, yaitu:

kota berkelanjutan, simbol identitas bangsa, 

dan penggerak ekonomi masa depan. 

15

3. Data dan Fakta



b. Desa di Wilayah IKN Kalimantan Timur

- IKN dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara dan

Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

- Penduduk di Kalimantan Timur mencapai 3,77 juta jiwa

berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020.

- Heterogenitas penduduk di Kalimantan Timur tinggi (83%),

banyak pendatang bersuku Jawa, Bugis dan Banjar. Hanya

17% penduduk asli, yaitu bersuku Kutai, Paser, dan Dayak.

16



c.  Indeks Desa Membangun (IDM)

17

IDM

Ketahanan 
Sosial

Modal Sosial

Solidaritas sosial, 
toleransi, rasa 

aman, dan 
kesejahteraan 

sosial

Kesehatan

Pelayanan 
kesehatan dan 

keberadaan 
masyarakat

Pendidikan

Akses ke Pendidikan 
dasar dan menengah, 
Pendidikan non-formal

Permukiman

Akses ke air 
bersih, sanitasi, 

listrik dan informasi 
komunikasi

Ketahanan Ekonomi

Ekonomi

Keragaman produksi, pusat pelayanan 
perdagangan, lembaga ekonomi, 

akses distribusi/logistic dan lembaga 
keuangan, serta keterbukaan wilayah.

Ketahanan 
Lingkungan Hidup

Lingkungan 
Hidup

Kualitas 
lingkungan hidup 

dan potensi rawan 
bencana serta 

tanggap bencana



4. Lingkungan Strategis 5.  Dukungan Lembaga dan Regulasi

Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 105

Tahun 2022 Tentang Teken Tim Transisi Pendukung

Persiapan Pembangunan Ibu Kota yang ditujukan

untuk percepatan pembangunan dan relokasi IKN.

Pembangunan IKN memerlukan 4K, yaitu koordinasi,

konsolidasi, kolaborasi dan komunikasi.

Lingkungan Strategis

Faktor Regional

Faktor 
kewilayahan 

setempat (tanah, 
sumber daya 

alam, dan 
kepadatan 
penduduk)

Faktor Global

Isu politik
Isu 

pertahanan

18



1. Hambatan Desa Dalam 
Mendukung IKN

2. Kualitas SDM Desa di 
Wilayah IKN

3. Upaya Peningkatan Kualitas 
SDM Desa Mendukung 
Pembangunan IKN 
Berkelanjutan

Pembahasan
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1. Hambatan Desa Dalam Mendukung IKN

Kondisi Desa

Desa 
Mandiri

Desa Maju
Desa  

Berkembang

Dari 41 desa di wilayah IKN baru tercapai 49% atau 20 desa 

berstatus mandiri yang berkemampuan memelihara pembangunan 

desa secara berkelanjutan. Sedangkan 51% atau 21 desa berstatus 

desa maju dan desa berkembang.
20



2. Kualitas SDM Desa di Wilayah IKN

Kualitas SDM

Dimensi 
Ekonomi

Dimensi 
Lingkungan 

Hidup

Dimensi 
Modal Sosial

(1) mendukung akuntabilitas secara ilmu pengetahuan dan rujukan  fakta 

di lapangan secara aktual; 

(1) menyusun metode dan pendekatan dalam peningkatan SDM desa di 

wilayah IKN; dan 
(2) mengontrol output yang ingin dihasilkan. 21



3. Upaya Peningkatan Kualitas SDM Desa Mendukung 
Pembangunan IKN Berkelanjutan

Merancang Dasar Acuan 
Pembangunan SDM di Wilayah IKN

Pemetaan Kondisi SDM di Desa 
Eksisting dan Kebutuhan SDM IKN 

Berkelanjutan.

Penyusunan Perencanaan 
Pembangunan SDM

Pemetaan Keahlian Kunci 
dan Kemampuan Individu

Aktivasi individu 
bersinergi dengan regulasi 

kebijakan yang ada

Formil Materil

22



Alur Pikir

23



1. Kesimpulan

Berdasarkan IDM, 

▪ 49% desa di wilayah IKN berstatus mandiri dan berkelanjutan. 

▪ 51% desa berstatus berkembang dan maju 

Persentase desa di atas belum dikategorikan berkemampuan dalam mempertahankan 
capaian pembangunan desa, karena belum bersifat pembangunan berkelanjutan.

▪ Difokuskan pada pembangunan manusia. 

▪ Perpindahan ibu kota negara merupakan tantangan yang perlu ditangani dengan baik,
guna mewujudkan ketahanan nasional. 

▪ Dalam membangun desa untuk mendukung IKN secara berkelanjutan diperlukan
SDM yang unggul dan berdaya saing. 

24
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2. Saran 

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan terhadap SDM secara pentahelix.

Kepala Desa dan Pendamping Desa menginventarisir kebutuhan pendidikan dan pelatihan masyarakat
guna meningkatkan kualitas SDM sesuai kebutuhan IKN.

Peran Pendamping Desa yang sudah ada memberikan motivasi masyarakat dan melakukan simulasi secara
nyata sesuai dengan kearifan lokal (local wisdom) yang berkualitas untuk mendukung IKN secara
berkelanjutan.

Dinas Pendidikan Daerah dan Dinas PMD memetakan potensi kebutuhan pendidikan dan pelatihan
masyarakat desa dan mencari alternatif solusi sesuai tugas, fungsi, kapasitas dan kewenangannya.

Kemendikbud, Kemendagri, Kemendes PDTT, dan Kemnaker terintegrasi aktif melakukan pendidikan dan
pelatihan masyarakat desa dan mengupayakan solusi persoalan di lapangan yang masih terkendala.

1.

3.

4.

5.

2.
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